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ABSTRAK
Nama : Fathullah Syahrul
NIM : 30600112130
Judul Skripsi : Peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat
(JPPR) Sulawesi Selatan Terhadap Pemantauan Dana Kampanye PILKADA
Serentank Tahun 2015 Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros
Pokok malasah penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Jaringan
Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan terhadap Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros?
Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah
atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana peran JPPR Sulawesi Selatan
terhadap pemantauan dana kampanye Pilkada serentak tahun 2015 di Kecamatan
Cenrana Kabupaten Maros?, 2) Bagimana independensi JPPR Sulawesi Selatan
erhadap pemantauan dana kampanye Pilkada serentak tahun 2015 Di Kecamatan
Cenrana Kabupaten Maros?
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang
digunakan adalah: deskriptif, naratif, fenomenologis, psikologis dan sosiologis.
Adapun sumber data penelitian ini adalah Koordinator JPPR Sulawesi Selatan,
Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Cenrana, Komisi Pilihan Umum (KPU)
Kabupaten Maros, dan Key Informan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumnentasi dan penelusuran referensi.
Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pilkada serentak di Kecamatan
Kabupaten Maros adanya politisasi kepala desa, politisasi birokrasi, ditemukan
ketidaksesuaian antara laporan dana kampanye dengan keadaan di lapangan dan
disintegrasi penyelenggara. Ditemukan bahwa, peran JPPR Sulawesi Selatan yang
melibatkan banyak orang. Namun, saat ini dalam menggerakkan programnya hanya
melibatkan satu dua orang saja. JPPR Sulawesi Selatan yang beranggotakan beberapa




Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan
merupakan Organisasi Non Pemerintah yang bergerak dalam proses pemantaun
Pemilhan Umum (Pemilu), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) dan juga fokus dalam mengkampanyekan pendidikan politik
bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Pada tahun 2015 pada Pilkada Serentak di
Kabupaten Maros, JPPR Sulawesi Selatan turut dalam memantau proses
berjalannya demokrasi di daerah terbebut.
Sejauh ini, JPPR telah mencatat, pada tahun 2005 adalah tonggak awal
sejarah pemilihan kepala daerah langsung di negeri ini. Di Sulawesi Selatan
pada tahun itu, Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada adalah; Kabupaten
Bulukumba, Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Gowa, Soppeng, Luwu Timur,
Luwu Utara, Selayar dan Kabupaten Tana Toraja. Sementara tahun 2007
Kabupaten Takalar menggelar Pilkadanya. Dan Tahun 2007 pun, tepatnya
bulan November, Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan juga
dihelat.
Pada tahun 2008, sejumlah daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan juga
menyelenggarakan Pilkada. Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada pada
tahun 2008 itu adalah; Kabupaten Bantaeng, Bone, Kota Palopo, Sinjai,
Enrekang, Kota Parepare, Sidrap, Wajo, Kota Makassar, Jeneponto, Luwu, dan
Kabupaten Pinrang.
2Pada tahun 2010 Pilkada berlangsung di beberapa Kabupaten,
diantaranya; Kabupaten Gowa, Bulukumba, Maros, Pangkep Barru, Soppeng,
Luwu Utara, Luwu Timur, dan Tana Toraja.
Laporan beberapa media cetak lokal tentang situasi yang berlangsung di
level masyarakat sepertinya masih ditemuinya sejumlah khusus pelayanan
buruk bagi kebutuhan dasar masyarakat, kemiskinan yang tak kunjung berakhir
ramainya mutasi pasca Pilkada yang menyebabkan tidak efektifnya pelayanan
pemerintahan, hingga kasus-kasus penyelewengan dana-dana pembangunan
yang dilakukan oleh aparat tertentu, menunjukkan fenomena ironik ditengah
menyeruaknya demokrasi lokal.1
Pemandangan lain dapat ditemukan dari kecenderungan disharmonisasi
antara Bupati/Wakil Bupati terutama ketika Pilkada akan segera berlangsung.
Keduanya lantas menjadi kandidat Pilkada dengan pasangan yang berbeda.
Parahnya, karena persaingan keduanya berefek pada terbelahnya birokrasi
pemerintahan. Birokrasi pemerintahan daerah lalu entah tanpa sadar tenggelam
dalam politik Pilkada. Meski itu bertentangan dengan undang-undang, kalau
kedua pemimpin daerah memaksa birokrasi menjadi tim sukses hampir tak ada
alasan menolak mereka harus bersedia. Taruhannya; kehilangan jabatan atau
penurunan karir, mengingat pembina mereka adalah kepala daerah. Disisi lain
pelayanan pada rakyat mengalami kemacetan serius. Kejadian lain adalah
kiprah parpol dalam Pilkada yang cenderung tidak menunjukkan
pengembangan demokratisasi melalui momentum Pilkada.
1Lihat http://makassar.tribunnews.com/topics/pilkada-maros
3Fenomena tersebut di sebabkan karena Pertama, terjadinya krisis kader
pemimpin ditingkat internal parpol. Sebagian besar parpol di Sulawesi Selatan
tidak memiliki stok pemimpin masyarakat.2 Gejala ini dapat dibaca dari
fenomena “rental” jasa lembaga survei oleh parpol untuk mengidentifikasi
calon pemimpin diluar kader parpol yang nantinya dipromosikan menjadi
kandidat Gubernur/Bupati/Walikota dalam Pilkada. Selanjutnya, parpol pada
akhirnya hanya dijadikan kendaraan politik semata. Tugas dan fungsi dasar
parpol sebagai agregator dan representator kepentingan publik oleh sejumlah
kader penggeraknya nyata tereduksi.3
Kedua, merapuhnya ideologi parpol dalam Pilkada, karena managemen
parpol terbuka bebas bagi siapapun yang hendak mengendarainya dalam laga
Pilkada sepanjang negosiasi tertentu mencapai mufakat. Ironiknya, karena
masa tumpangan parpol oleh kandidat hanya temporal dari aspek waktu; selesai
setelah perhitungan suara. Masa kadaluwarsa parpol sebagai tumpangan
kandidat Pilkada berlaku setelah Pilkada dihelat. Pasca Pilkada, urusan dengan
parpol hampir tak ada lagi. Maka tak perlu heran ketika kandidat pemenang
Pilkada cenderung menjalankan kekuasaan eksekutifnya tanpa ada kontrol
parpol, terutama parpol yang meraih kursi di legislatif. Berbagai fenomena
diatas tentu akan menghambat usaha mencapai kesejahteraan rakyat.4
Masifnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di setiap Pilkada di
Sulawesi Selatan membuat salah satu lembaga pemantau pemilu yaitu JPPR
2LAPAR Sulawesi Selatan dan Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, Demokrasi &
Politik Lokal (Nomor: 1 Juni 2010), h. 4.
3LAPAR Sulawesi Selatan dan Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, h. 5.
4LAPAR Sulawesi Selatan dan Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, h. 5.
4Sulawesi Selatan turut andil dalam pemantauan dengan visi bekerja secara
professional dengan sebuah keyakinan bahwa setiap apa yang dilakukan tidak
hanya dilihat dan dirasakan oleh masyarakat namun juga menjadi
tanggungjawab di dunia dan di akhirat serta menjadi tanggungjawab lembaga
JPPR Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan hal ini ayat yang menyinggung
tentang keikhlasan.
bekerja di segala bidang  tertuang pada QS. At-Taubah ayat 105.
نوﱡدَُﺮﺘَﺳ  َو نُﻮﻨِﻣْﺆُﻤْﻟٱَو  ُُﮫﻟﻮُﺳَرَو  ْﻢَُﻜﻠَﻤَﻋ  ُ ﱠ ٱ ىََﺮﯿََﺴﻓ  ۟اُﻮﻠَﻤْﻋٱ  ُِﻞﻗَو
 َنُﻮﻠَﻤَْﻌﺗ  ُْﻢﺘﻨُﻛ ﺎَِﻤﺑ ﻢُُﻜﺌﱢَﺒُﻨَﯿﻓ  ِةَﺪ َٰﮭ ﱠﺸﻟٱَو  ِﺐْﯿَﻐْﻟٱ  ِِﻢﻠ َٰﻋ  َٰﻰِﻟإ
Terjemahnya:
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S At-Taubah
ayat105).5
Mujahid mengatakan bahwa hal ini merupakan ancaman dari Allah
terhadap orang-orang yang menentang perintah-perintah-Nya, bahwa amal
perbuatan mereka kelak akan ditampilkan di hadapan Allah Swt. dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin. Hal ini pasti akan terjadi kelak di hari kiamat, seperti
yang disebutkan oleh Allah Swt. Hal tersebut seiring sejalan dengan pendekatan
politik dalam kekuasaan. Kata kekuasaan dan kekhalifahaan dngan sendirinya
akan terkait dengan raja- raja atau otoritas kepuasaan. Meurut konsep al-Qur’an,
kekhalifahaan bukanlah hak istimewa individu, kelas atau kelompok terteentu,
5Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Edisi Tahun 2002), h. 197.
5melaikan hak kolektif yang mengakui kedaulaaan mutlak Tuhan atas diri mereka
dan menjalankan hukum Tuhan yang disampaikan oleh Rasul.
Pemikiran tentang konsep negara dilandasi oleh tiga dasar atau
anggapan: pertama, Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk
uantuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik,
dalam arti bahwa dalam Islam ada sistem politik, oleh karena itu dalam bernegara
umat Islam tidak perlu meniru sistem politik barat, tetapi kembali ke sistem Islam
enagn merujuk kepada pola politik al-Khulafaur al-Roshidiin. Sebagai contoh
sistem kenegaraan menurut Islam, kedua kekuasaan tertinggi, dalam istilah politik
Islam adalah kedaulatan. Dan kedaulatan tertingi dalam politik Islam ada di
tangan tuhan, sedangkan manusia adalah hanya pelaksana kedaulatan Tuhan
sebagai Khlifah-Khalifah Allah du bumi. Ketiga, Sistem politik Islam adalah
suatu sistem universal yang tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan
geografis, bahasa dan kebangasaan.
Keterkaitan antara ayat dengan isi judul ini adalah, surah At-Taubah ayat
105, menggambarkan bahwa dalam mengerjakan pekerjaan dan pekerjaan
apapun itu entah itu kerja politik, bertarung dalam Pemilu tentunya kita harus
bersungguh-sungguh dalam mengerjakan hal tersebut karena ini bukan hanya
untuk Allah SWT saja, tetapi untuk diri sendiri dan masyarakat Indonesia pada
umumnya serta masyarat Sulawesi Selatan pada khususnya.
Proses penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Selatan pada tahun 2015,
salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros turut andil
dalam pesta demokrasi yang digelar di Sulawesi Selatan.
6“Ada beberapa lembaga yang turut hadir dalam pemantauan Pilkada
Serentak diantaranya KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu),
PERLUDEM (Perkumpulun Untuk Pemilu dan Demokrasi), LBH Makassar
(Lembaga Bantuan Hukum) dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat
(JPPR) Sulawesi Selatan. Alasan yang paling kuat sehingga JPPR Sulawesi
Selatan turut andil dalam pemantauan Pilkada serentak tahun 2015 di
Kabupaten Maros karena JPPR Sulawesi Selatan lebih cenderung memantau
dari daerah yang incumbent dan juga kecenderungan masifnya pelanggaran-
pelanggaran itu sering terjadi ketika ada dari kandidat yang incumbent
termasuk diantaranya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
penyelenggaraan dan juga pernah ditemukan transaksi money politik antara
penyelenggara Pemilu dan peserta Pilkada di Kabupaten Maro”.6
Penelitian ini fokus membahas tentang peran JPPR Sulawesi Selatan
dalam memantau dana kampanye PILKADA Serentak Tahun 2015 di
Kabupaten Maros. Ada 30 lembaga yang terjalin dalam JPPR. Dari unsur NU
ada Fatayat NU (kaum muda putri), Lakpesdam (Lembaga Kajian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia) NU, dan LKK (Lembaga
Kesejahteraan Keluarga) NU. Dari unsur Muhammadiyah ada IMM (Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah), IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) Pemuda
Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah (Pemudi Muhammadiyah) dan LPP
(Lembaga Penelitian dan Pengembangan) Aisyah (Ibu-ibu Muhammadiyah).7
Tersebut pula beberapa LSM berbasis santri, seperti ISIS (Institute For
Social Institution Studies) Jakarta, P3M (Perhimpunan Pengembangan
6Wawancara Dengan Koordinator JPPR Sulawesi Selatan (Zulfikarnain Tallesang), 18
Desember 2016.
7Gatra Majalah Berita Mingguan, Hajatan Demokrasi Potret Jurnalistik Pemilu
Langsung Simpul Islam Indonesia Dari Moderat Hingga Garis Keras” (Cetakan 1 Agustus 2006),
h. 363.
7Pesantren dan Masyarakat) Jakarta, Rahim Jakarta, Fahmina Cirebon,
(keduanya concern pada isu Islam dan Perempuan), LKPM (Lembaga Kajian
Pengembangan Masyarakat dan Pesantren) Makassar, LAPAR (Lembaga
Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat) Sulawesi Selatan, dan LKiS (Lembaga
Kajian islam dan Sosial) Yogyakarta. Selain itu, ada unsur perguruan tinggi,
lembaga antar iman, dan kantor berita radio. Latar belakang primordial NU dan
Muhammadiyah tidaklah menjadi hambatan untuk bersikap partisan,
mengingat dua ormas besar itu memiliki afiliasi politik yang berbeda dan
memiliki sejarah relasi konflik.8
JPPR bekerja sejak pemilu 1999. Kala itu, JPPR melakukan pendidikan
pemilih dan pemantauan pemilu dengan menerjunkan 117.000 relawan.
Mencetak dan membagikan lebih 23 juta buku, leaflet, dan poster pendidikan
pemilih, serta memproduksi ribuan pengumuman layanan masyarakat di radio
dan televisi.
“JPPR sebagai lembaga pemantau pemilu skala nasional, melakukan
pemantauan secara nasional tentang dana kampanye. Ada 9 kota dan
Kabupaten yang menjadi sampel pemantauan ini, di Sulawesi Selatan,
Kabupaten Maros merupakan satu daerah yang melangsungkan Pilkada,
menjadi sampel JPPR”.9
8Gatra Majalah Berita Mingguan, Hajatan Demokrasi Potret Jurnalistik Pemilu
Langsung Simpul Islam Indonesia Dari Moderat Hingga Garis Keras” (Cetakan 1 Agustus 2006),
h. 364.
9Wawancara Dengan Koordinator JPPR Sulawesi Selatan (Zulfikarnain Tallesang), 20
November 2015.
8Perkembangan dan nilai demokrasi kita sekadar mencerminkan angka.
Padahal, ia harus dikaitkan dengan nilai kemanusiaan dan bersungguh-sunguh
dalam menjalankan amanah yang telah diwariskan dari para pendiri bangsa ini,
apa yang kita anggap baik atau buruk, adil atau tidak adil, bermanfaat atau
tidak. Demokrasi haruslah menegakkan hukum, memilih tokoh yang bersih,
santun dan rela berkorban, tidak korup dan kasar, dan tidak sekadar ingin
berkuasa. Hadis di bawah ini adalah seruan untuk pentingnya sifat Mujahadah
(Bersungguh-sungguh) dalam mengembang sebuah amanah, sebagaimana
hadis menyebutkan:
 ﮫﯿﻠﻋ ّﷲ ّﻰﻠﺻ ّﷲ لﻮﺳر ّنأ : ﮫﻨﻋ ّﷲ ﻰﺿرةﺮﯾﺮھ ﻰﺑأ ﻦﻋ : لﺎﻗ ّﻢﻠﺳو
 ﻞﺟّﺮﻟا ﺢﺒﺼﯾ ﻢﻠﻈﻤﻟا ﻞّﯿﻠﻟا ﻊﻄﻘﻛ ﻦﺘﻓ نﻮﻜﺘﺴﻓﺔﺤﻟﺎّﺼﻟا لﺎﻤﻋﻷﺎﺑوردﺎﺑ
 ﺎﯿﻧّﺪﻟا ﻦﻣ ضﺮﻌﺑ ﮫﻨﯾد ﻊﯿﺒﯾاﺮﻓﺎﻛ ﺢﺒﺼﯾوﺎﻨﻣﺆﻣ ﻰﺴﻤﯾواﺮﻓﺎﻛ ﻰﺴﻤﯾوﺎﻨﻣﺆﻣ
(ﻢﻠﺴﻣا هاور)
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra. ia berkata : "Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda :
"Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi
bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu
pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia
beriman tetapi pada waktu pagi dia kafir, dia rela menukar agamanya dengan
sedikit keuntungan dunia." (HR. Muslim).10
Hadis ini sebagai dalil bahwa seorang hamba harus bisa memanfaatkan
kesehatan dan waktu luang untuk melakukan kataatan kepada Allah dengan
seluruh kemampuannya. Hadis ini sebagai dalil bahwa nikmat Allah itu
berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Adapun kenikmatan paling besar
10HR. Bukhari no. 6970 dan Muslim no. 2675.
9yang diberikan kepada hamba-Nya adalah nikmat Islam, yang kebanyakan
manusia telah Allah sesatkan darinya (nikmat Islam).11
Keterkaitan yang paling urgen dalam hadis ini dengan isi dari judul yang
diangkat adalah agar setiap manusia yang menjalankan amanah dari rakyat
termasuk terjun dalam pemilu, memberikan pendidikan politik bahkan
memantau dana kampanye. Kita mestinya harus bersungguh-sungguh karena
semua yang kita lakukan yang bersentuhan dengan publik itu adalah amanah
yang dititip beratkan kepada kita.
Pemilu 2004, JPPR merekrut dan melatih 141.000 relawan pendidikan
pemilih dan pemantauan Pemilu. Menyelenggarakan berbagai aktifitas
pendidikan pemilih berupa training, poster, buku, leaflet, dan debat kandidat,
voters guide, iklan layananan masyarakat di bus kota, radio dan televisi.12
Dalam musim Pilkada langsung 2005-2006, JPPR terus mendidik dan
memantau. Hingga Juli 2006, JPPR memantau di 9 Pilkada Gubernur, 200
Pilkada Bupati/Walikota, menggelar Quick Count di 6 Daerah (Depok-Jawa
Barat, Binjai-Sumatera Utara, Sleman Yogyakarta, Indramayu-Jawa Barat,
Jembrana-Bali, Timor Tengah Utara-Nusa Tenggara Timur), serta Training
Quick Count di 28 Provinsi.13 Langkah pendidikan pemilih di 16
Kabupaten/Kota, menyebar buku voters Guide sebanyak 91.800 eksemplar di 4
Kabubupaten/Kota, serta menerbitkan 1.600 buku Manual Debat Kandidat dan
11Imam An-Nawawi, Riyaduhus Shalihin (Solo: Insan Kamil, 2011), h. 82.
12Gatra Majalah Berita Mingguan, “Hajatan Demokrasi Potret Jurnalistik Pemilu
Langsung Simpul Islam Indonesia Dari Moderat Hingga Garis Keras” (Cetakan 1 Agustus 2006),
h. 364.
13Gatra Majalah Berita Mingguan, (Cetakan 1 Agustus 2006), h. 364.
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1.200 buku Manual Voters Guide.Relawan yang direkrut pada periode pilkada
ini sebanyak 66.200 orang disebar ke 16.000 desa.14
JPPR terus menerus mendidik, visi JPPR adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang sadar, berpengetahuan, dan aktif dalam
membangun kedaulatan masyarakat. Sejak didirikan di tahun 1998, JPPR telah
aktif mempromosikan pendidikan demokrasi untuk masyarakat Indonesia
dengan cara melakukan pemantauan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia.
Kabupaten Maros adalah salah satu Kabupaten yang menyelenggarakan
Pilkada pada tahun 2016. Juga JPPR Sulawesi Selatan turut andil didalamnya
termasuk pemantauan dana kampanye, pemantauan aturan-aturan pilkada dan
memberikan pendidikan politik. Dalam proses Pilkada Sulawesi Selatan,
Kabupaten Maros tidak melaksanakan kampanye terbuka melainkan tertutup
dan hanya melakukan kampanye masing-masing satu kali itupun di lapangan
terbuka. Inilah alasan penulis sehingga berani mengambil judul diatas.
B. Rumusan Masalah
Memperhatikan luasnya cakupan latar belakang masalah yang akan
diteliti mengenai “Peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat
(JPPR) Sulawesi Selatan Terhadap Pemantauan Dana Kampanye PILKADA
Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros“maka muncul
pemasalahan dan kepentingan persoalan sebagai berikut :
1. Bagaimana peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat
(JPPR) Sulawesi Selatan Terhadap Pemantauan Dana Kampanye
14Gatra Majalah Berita Mingguan, h. 365.
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PILKADA Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Cenrana Kabupaten
Maros?
2. Bagaimana independensi Jaringan Pendidikan Pemilh Untuk Rakyat
(JPPR) Sulawesi Selatan Terhadap Pemantauan Dana Kampanye PILKADA
Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum peneliti
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Peran Lembaga
Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan Terhadap
Pemantauan Dana Kampanye PILKADA Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan
Cenrana Kabupaten Maros. Namun secara khusus, penelitian ini bertujuan
untuk :
a. Untuk mengetahui Peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih untuk
Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan yang difokuskan pada Pemantauan
Dana Kampanye PILKADA Serentak Tahun 2015 di Kecamatan
Cenrana Kabupaten Maros.
b. Untuk mengetahui sejauh mana independensi Lembaga Jaringan
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan dalam
memantau Dana Kampanye PILKADA Serentak Tahun 2015 di
Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.
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2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki nilai manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat Akademik
1) Memberi sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan
teori-teori keilmuan, khususnya pada kajian pendidikan politik.
2) Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian tentang pola
pemantauan dana kampanye dan keterlibatan masyarakat dalam proses
pemilihan kepala daerah dan hal-hal yang terkait dalam bidang politik.
b. Manfaat Praktis
1) Memberikan bahan rujukan kepada mahasiswa dan masyarakat yang
berminat dalam memahami realitas ilmu politik.
2) Sebagai salah satu bahan masukan dan bahan rujukan kepada seluruh
pihak pemerintah dan masyarakat dalam melakukan tugasnya dan
memahami hakikat dana kampanye akan mengalir.
3) Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan petunjuk dan sebagai bahan





Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian
sebelumnya yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang
diangkat peneliti yakni sebagai berikut:
1. Penelitian tahun 2014, karya Henry W Darmoko dan Djuwitawati, peneliti
dari Economics dan Bussiness Research Festival, “Audit Dana Kampanye
Pemilihan Umum Kepala Daerah” penelitian ini menganalisis tentang
audit dan kampanye menurut persepsi partai politik, Komisi Pemiliah Umm
Daerah dan Auditor Akuntan Publik.15
Penelitian tersebut hanya menggunakan sampel penelitian di wilayah Jawa
dan sekitarnya seperti, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten
Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan)
yang mempunyai kebudayaan dan karekteristik wilayah dan kependudukan
yang sama, sehingga  hasil penelitian ini tidak bisa di generalisir pada
daerah yang memiliki kebudayaan, karakteristik wilayah dan kependudukan
yang tidak sama. Penelitian tersebut mestinya menggunakan sampel pada
daerah yang memiliki budaya dan karakter wilayah dan kependudukan yang
tidak sama.
15Henry W. Darmoko dan Djuwitawati, “Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum
Kepala Daerah Menurut Persepsi Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Auditor
Kantor Akuntan Umum”, Penelitian (3rd Economics & Business Research Festival 2014).
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2. Penelitian tahun 2013, karya Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, peneliti
dari Yayasan Perludem, “Basa Basi Dana Kampanye Pengabaian Prinsip
Transparansi dan Akuntabilitas Peserta PEMILU”.
Pengaturan dana kampanye yang tersebar di undang-undang pemilu
legislatif, undang-undang pemilu presiden dan undang-undang pilkada,
perlu diseragamkan. Meskipun jenis pemilu berbeda (legislatif dan
eksekutif, nasional dan lokal), namun pengaturan dana kampanye mestinya
memiliki standar yang sama, karena sama-sama mengatur pengelolaan dan
kampanye. Demi menghindari ketimpangan materi pengaturan antarjenis
pemilu, pengaturan dana kampanye sebaiknya disatukan dalam undang-
undang khusus dana kampanye. (Atau bisa juga digabungkan dengan
pengaturan dana partai politik sehingga menjadi undang-undang dan
politik). Penyatuan ini akan memudahkan standarisasi pengaturan, sekaligus
memudahkan perincian ketentuan-ketentuan dana kampanye agar mampu
merealisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
3. Skripsi tahun 2011, karya Ahmad Syaiful Ashar, mahasiswa dari
Universitas Negeri Semarang, “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang”.16
Dalam ketentuan undang-undang tersebut, sehingga amanat yang
terkandung di dalamnya dapat terlaksana dengan baik. Partai politik dalam
melaksanakan fungsi pendidikan politik secara umum dibagi menjadi dua,
yaitu pendidikan politik yang diberikan kepada kader atau anggota partai
16Ahmad Syaiful Ashar, “Pelaksanaan Pendidik Politik Oleh DPD Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang”, Skripsi (Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, 2011).
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dan pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 11 ayat (1) mengatur
ketentuan dari fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi
anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang
sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
4. Skripsi tahun 2012, karya Melitawati, mahasiswa dari Jurusan Ilmu Politik
Universitas Andalas, “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai
Kekuatan Politik Indonesia”.17Yang mengkaji tentang peran dan fungsi
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kekuatan politik Indonesia
melalui contoh kasus yang benar-benar real terjadi. Kasus yang coba
diangkat adalah mengenai pelaporan dari salah satu LSM yang ada di
Pekanbaru mengenai bukti pembayaran iklan kampanye.
Seharusnya skripsi tersebut harus memjelaskan soal eksistensi LSM dalam
memberikan kritik terhadap kelalaian pengadilan dan penegakan hukum,
disanalah fungsi LSM sebagai kekuatan dalam melakukan pengawalan
terhadap pelaku korupsi. Namun hal demikian tidak terjadi dikarenakan
kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh LSM, dan terlalu banyaknya
konflik dan kepentingan yang mengintervensi.
5. Penelitian tahun 2015, karya Tim PERLUDEM, Didik Supriyato, Lia
Wulandari, Armanda Pransiska dan Catherine Natalia, “DANA KAMPANYE
PILKADA Pengaturan Teknis Tentang Sumbangan, Pengeluaran dan
17Melitawati, “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai Kekuatan Politik
Indonesia”, Skripsi (Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, 2012).
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Pelaporan Berdasarkan UU No 1/2015 JUNCTO UU No 8/2015” yang
fokus mengkaji tentang penegasan UU No 1/2015 JUNCTO UU No
8/2015.18 Dalam penelitian tersebut, tidak mengkaji lebih dalam dan tidak
memberikan contoh tentang pelanggaran aturan UU No 1/2015 JUNCTO
UU No 8/2015. Penelitian tersebut hanya mengkaji ulang dan kebanyak
menegaskan tentang aturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU). Mestinya, dengan menggunakan pendekatan undang-undang.
Penulis harus juga memberikan fakta tentang kasus yang terjadi sebagai
akibat dari pelanggaran aturan tersebut.
Jadi bisa di tarik kesimpulan dari skripsi dan penelitian yang
dicantumakan di atas pada bagian tinjauan pustaka bahwa yang menjadi
perbedaan antara skripsi yang penulis bahas yaitu, penulis lebih fokus pada
kinerja dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi
Selatan dalam hal ini peran dalam memantau PILKADA Serentak Tahun 2015
di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Menurut penulis dalam penelitian
awal yang dilakukannya di tambah dengan data yang di peroleh dari kantor
kecamatan daerah tersebut  maka timbul permasalahan yang besar maraknya
politisasi birokrasi dan ketegasan penyelenggara.
18Tim PERLUDEM, “DANA KAMPANYE PILKADA Pengaturan Teknis Tentang




1. Teori Kekuatan Politik
Teori kekuatan politik dapat disimpulkan sebagai berikut: Negara yang
pertama adalah hasil domensi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok
yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan
penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas
kelompok etnis yang lebih lemah, di mulailah proses pembentukan negara.
Negara merupakan resultante positif dari sengketan dan penaklukan.Dalam
teori kekuatan, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal dan
terutama yang menimbulkan negara. Kekuatan (Power) menjadi sumber dan
pencipta negara-negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan dan
yang keluar sebagai pemenang adalah pembentuk Negara itu. Dalam teori ini
“kekuatan membuat hukum” (might makes might). Kekuatan adalah
pembenaran dan raison d’ etre-nya negara.19
Kekuatan membuat hukum yang dimaksud adalah bukan terletak pada
institusi yang membuat hukum di Indonesia. Tetapi, kekuatan membuat hukum
yang dimaksud saat ini seperti yang telah dilakukan oleh JPPR Sulawesi
Selatan terhadap pemantauan dana kampanye di Kabupaten Maros.
Keterlibatan JPPR Sulawesi Selatan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan
pada pilkada Kabupaten Maros demi terciptanya hukum yang betul-betul
dipatuhi oleh rakyat. Kekuatan membuat hukum adalah keterlibatan beberapa
elemen dalam mengimplementasikan hukum tersebut.
19F. Isjwara, Pengantar Imu Politik (Bandung: Binacipta, Cetakan ke-4, 1971), h. 153.
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Doktrin kekuatan merupakan hasil analisa antrop-sukuo-sosiologis dari
pertumbuhan suku-suku bangsa di masa lampau, terutama suku-suku bangsa
yang masih primitif. Dalam sejarah tampak bahwa suku-suku bangsa yang
bertetangga terus menerus berada dalam keadaan permusuhan dan pertikaian.
Semula kelompok etnis yang ditaklukkan itu juga dimusnahkan, tetapi lambat
laun penakluk mempertahankan kelompok yang ditaklukkan itu dan itulah
menandakan saat lahirnya negara. Teori kekuatan Gumplowitz tentang asal
mula Negara sudah umum diterima oleh sarjana-sarjana sosiologi lainnya,
sehingga teorinya itu dapat dianggap sebagai teori sosiologi tentang asal mula
Negara.20
Kekuatan Politik salah satunya timbul karena kekuasaan politik. Sebab,
salah satu alasan seseorang atau organisasi berperan aktif dalam dunia politik
salah satunya adalah karena mereka punya kekuatan politik sehingga pada era
globalisasi saat kekuatan politik dapat dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.
Guna memahami perubahan peran kekuasaan negara dalam proses globalisasi,
kita perlu mengetahui tiga instuitusi global yang kian penting pasca perang
dunia. ketiga institusi tersebut di bentuk untuk bermain pada skala yang
melampaui batas-batas negara, suatu ciri struktur governance global yang
melayani kepentingan korporasi transnasional dan keuangan melayani
kepentingan korporasi transnasional dan keuangan internasional. institusi
20Lihat mengenai teori kekuatan: Harry Elmer Barnes, Sociology and Political Theory, h.
52-55 dan The Social Philosophy of Ludwig Gumplowitz; The Struggles of Races and Social
Groups; karangan Paul Honingsheim tentang Franz Oppenheimer serta karangan Robert Achmid
tentang Gustav Ratzehover, semuanya dapat di temukan dalam Harry Elmer Barnes (editor), An
Intoduction to the History of Sociology, The University of Chicago Press, Chicago, 1948.
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tersebut adalah world trade organization (WTO), international monetary fund
(IMF), dan world bank (Bank Dunia).21
Keterkaitan judl penulis dengan teorti kekuatan politik dapat dilihat dari
peran JPPR Sulawesi Selatan dalam pemantauan dana kampanye. Secara
politik, JPPR Sulawesi Selatan mampu mengisi ruang-ruang publik sebagai
lembaga pemantau yang mampu memberikan gambaran bagi masyarakat
tentang tahapan dan proses dalam pilkada yang sejatinya sering tak terlihat oleh
lembaga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga
pemantau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
2. Teori Institusional
Pendekatan Institusional, yang sering dinamakan pendekatan tradisional,
mulai berkembang pada abad 19 pada masa sebelum perang dunia II. Dalam
pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstituosional dan
yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-
undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta
yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif
dan badan yudikatif. Dengan demikian pendekatan tradisional ini mencakup
baik unsur legal maupun institusional.22
Seandainya kita ingin mempelajari parlemen dengan pendekatan ini
maka yang akan dibahas adalah kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya
seperti tertuang dalam naskah-naskah resmi (undang-undang dasar, undang-
21William K. Tabb, Tabir Politik Globalibasi (Yogyakarta: Lafadl Pustaka, 2006), h. 73.
22Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Poltik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), h. 72.
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undang atau peraturan tata tertib); hubungan formal dengan badan eksekutif;
struktur organisasi (pembagian dalam kondisi, jenjang-jenjang pembicaraan)
atau hasil kerjanya (berupa undang-undang telah dihasilkan).23
Selain adanya teori institusional adapula teori Institusional baru (New
Institusionalism) yang merupakan suatu visi yang meliputi beberapa
pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti
sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru mempunyai banyak aspek dan
variasi. Sebut saja misalnya, Institusionalisme baru sosiologi, institusionalisme
baru ekonomi dan sebagainya.24
Institusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis
yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok
besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan
kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat institusi ditentukan oleh para aktor serta
pilihannya. Dengan demikian kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam
membentuk kebijakan publik dinomorduakan.25
Maka timbul keinginan untuk merenungkan kembali pandangan ini, dan
kembali memandang negara, dengan berbagai institusinya, sebagai institusi
utama, yang merupakan faktor penting dalam menentukan dan membatasi
berbagai aspek yang diutamakan oleh pendekatan behavioralis. Pendekatan
23Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Poltik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), h. 72.
24Miriam Budiardjo, h. 96.
25Miriam Budiardjo, h. 96.
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institusionalis baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa
tanggujawab dari setiap dan bagaiman peran dan institusi berinteraksi.26
Teori Institusional digunakan karena teori tersebut sangat relevan
dengan judul yang diangkat oleh penulis. Salah satunya dapat dilihat bahwa,
JPPR Sulawesi Selatan merupakan sebuah institusi melalui jalur NGO (Non
Government Organization) yang juga memiliki sinergitas dengan institusi resmi
pemerintahan seperti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu).
3. Teori Independensi
Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal
dari Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti
kata independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain
atau benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau
berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak
dipengaruhi oleh orang lain. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut
pandang yang tidak bias. Independensi sangat penting bagi auditor untuk dijaga
dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan
sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana
diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI.
Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa
setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi
26Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Poltik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), h. 97.
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dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang menegakkan
independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai
kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta
yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Independensi dalam penampilan
akuntan publik dianggap rusak jika ia mengetahui atau patut mengetahui
keadaan atau hubungan yang mungkin mengkompromikan independensinya.
Ada empat jenis risiko yang dapat merusak independensi JPPR Sulawesi
Selatan diantaranya:27
(a) Self interest risk, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat
dari keterlibatan keuangan klien.
(b) Self review risk, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan
penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang
dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang
mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi
informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa
keyakinan.
(c) Advocacy risk, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi
terlalu erat kaitanya dengan kepentingan klien.
(d) Client influence risk, yang terjadi apabila akuntan publik
mempunyaihubungan erat yang kontinyu dengan klien, termasuk
hubungan pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau




Berdasarkan penjelasan di atas, maka Independensi auditor pemerintah
adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapa pun dalam melakukan
pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen.
Keterkaitan teori independensi dengan judul yang diangkat oleh penulis
dapat dilihat dalam visi, misi dan tujuan JPPR Sulawesi Selatan tentang
pentingnya menjaga independensi dalam proses pemantauan. Sejauh ini,
dengan menggunakan teori ini penulis dapat mengkaji lebih dalam tentang
letak independensi JPPR Sulawesi Selatan terhadap pemantauan dana





A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun data deskriptif yang
dimaksud adalah ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari
orang-orang (subjek itu sendiri).28 Dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan
adanya angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, melainkan data
diperoleh dari penelitian deskripsif. Deskriptif artinya digunakan untuk
mengunkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan
pada logika disiplin keilmuan penulis yakni Ilmu Politik.
Adapun lokasi obyek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cenrana
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana
bagaimana peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
Sulawesi Selatan dalam ini terhadap pemantauan dana kampanye dan
independensi pada pilkada serentak tahun 2015 di Kecamatan Cenrana
Kabupaten Maros.
B. Prosedur Pengumpulan Data
1. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer nantinya digunakan oleh penulis yang didapat dari sumber
informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang
28Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif.alih
bahasa Arif Furchan (Usaha Nasional. Surabaya: 1992) h. 21.
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dilakukan peneliti. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan informan
yang menjadi subyek dalam penelitian ini.
Data primer ini antara lain:
1) Catatan Hasil Wawancara
2) Hasil observasi kelapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang
perilaku (verbal dan non-verbal, serta percakapan/conversation).29
b. Data Sekunder
Yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan
mengumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan di tempat kumpulan
informasi seperti perpustakaan, perkantoran, pusat statistik, kantor-kantor
pemerintah dan sebagainya.
2. Teknik Pengumpulan Data
a) Observasi
Observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data untuk
tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia perlu memerhatikan sendiri
berbagai fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain.
Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus
terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya,
mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah
yang mengaturnya.30
29Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI
Press, 1992), h. 10-17.
30Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data (Jakarta: PT. Raja
Grafindo, cet.4 2014) h. 37-38.
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b) Wawancara
Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas
sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada
seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam
jawaban-jawabannya sendiri. Peneliti dapat menemukan bahwa teknik
wawancara pribadi merupakan instrumen yang paling baik untuk memperoleh
informasi. Dalam berbagai hal peneliti menyadari pentingnya pendapat dan
mendengar suara dan perkataan orang tentang topik penelitian, wawancara
yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak
dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang pertanyaan
terbuka.31
Dengan wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data sebanyak-
banyaknya yang ingin diungkapkan dengan maksud untuk menggali,
memperoleh informasi yang lengkap dan fiktif sesuai dengan keadaan
sebenarnya tentang relasi mahasiswa dengan parpol. Dalam hal ini, peneliti
melakukan wawancara dengan beberapa informan diantarannya:
1. Bapak Zulfikarnain Tallesang selaku Koordinator JPPR Sulawesi Selatan
2. Bapak Ansar selaku Komisioner Komisi Pemilhan Umum (KPU)
Kabupaten Maros
3. Bapak Muhammad Kasim selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Cenrana Kabupaten Maros
31Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data (Jakarta: PT. Raja Grafindo,
cet.4 2014) h. 49-50.
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4. Bapak Arif Wicaksono selaku Key Informan sekaligus Pengamat Politik
Sulawesi Selatan
5. Bapak Abdul Karim selaku Penggagas Sekolah Demokrasi
6. Ibu Mardiana Rusli selaku Komisioner KPU Sulawesi Selatan
7. Bapak Muhammad Iqbal Arsyad selaku Aktivis LSM
c) Dokumentasi
Dalam hal ini penulis mengumpulkan data bahan dan dokumen tulis
lainnya dari memorandum organisasi, klinis, atau catatan program; dan
coinformance, publikasi, karya-karya artistic, foto, dan memorabilia dan
tanggapan tertulis untuk survey terbuka. Data terdiri dari kutipan dari
dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan
mempertahankan konteks.32
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran lembaga
Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan
terhadap pemantauan dana kampanye pilkada serentak tahun 2015 di
Kecamatan Cencana Kabupaten Maros yang fokus dalam melihat peran dan
independensi serta dampak positif dan negatif dari keduanya. Hasil
dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang
melengkapi atau mendukung data primer hasil wawancara dan pengamatan
tentang lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
32Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet.
2014) h. 66.
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Sulawesi Selatan terhadap pemantauan dana kampanye pilkada serentak
tahun 2015 di Kecamatan Cencana Kabupaten Maros.
C. Metode Analisis Data
Metode analisis data adalah proses penyusunan dalam
mengkategorikan data mencari pola dengan maksud memahami
maksudnya.33
Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data
kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:
a) Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu
dengan peralatan elektonik seperti computer mini, dengan memberikan Kode
pada aspek-aspek tertentu.34
b) Penyajian Data
Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah
bentuk teks naratif. Dalam penyajian data berbentuk sekumpulan informasi
yang tersusun dalam life history sehingga dapat ditarik kesimpulan.
Penyajian data dilaksanakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok
33S. Nasution, Metode Riset, (Jakarta: PT Bumi Askara, 1998) h. 3.
34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, cet-20, juni
2014) h. 247.
29
permasalahan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan
secara naratif sesuai dengan pemaparan yang ditampilkan dalam
pembahasan hasil penelitian.35
c) Menarik Kesimpulan (Verifikasi)
Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah
dilakukan di lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi
adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola,
penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan
databerikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data, mka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.36 Dalam penelitian ini
penarikan kesimpulan dilakukan berangkat dari peran lembaga Jaringan
Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan yang fokus
dalam peran pemantauan dana kampanye dan independensinya. Untuk
kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hubungan keterkaitan antara
keduanya. Apabila ketiga tahapan tersebut telah selesai dilakukan, maka
kemudian diverifikasi.
35Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif,(Jakarta: UI
Press, 1992) h. 17.




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Lokasi Penelitian
1.1. Letak Geografis Kecamatan Cenrana
Luas Kecamatan Cenrana tercatat sebesar 180,97 km2 yang secara
topografi terdiri dari 7 Desa yang terletak di lereng pegunungan. Kecamatan
Cenrana adalah kecamatan yang memiliki letak di kawasan hutan dan
pegunungan. Kecamatan Cenrana berbatasan langsung dengan Kabupaten
Pangkep di sebelah barat sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan
Kecamatan Camba, di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan
Tompobulu, dan  sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Simbang.
Tabel 1: Luas Desa Kecamatan Cenrana




4 Cenrana Baru 31,13
5 Limapoccoe 23,37
6 Rompegading 17,79
7 Baji Pamai 7,55
Sumber: Badan Pertahanan Kabupaten Maros
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Cenrana yang
terdiri dari 7 desa, desa yang memiliki luas paling tinggi ialah Desa Laiya
yakni 63 km2 dan desa yang memiliki luas paling rendah ialah Desa Baji Pamai
dengan luas 7,55 km2.37
37Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Daerah Cenrana 2016, h. 1.
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Kecamatan Cenrana terdiri dari 7 desa.Desa tersebut antara lain Desa
Labuaja, Desa Lebbotengngae, Desa Laiya, Desa Cenrana Baru, Desa
Limapoccoe, Desa Rompegading dan Desa Baji Pamai. Sebagian besar desa-
desa di Kecamatan Cenrana terletak di daerah lereng pegunungan dengan
kemiringan (> 25 derajat) kecuali Desa Limapoccoe yang sebagian besar
wilayahnya terletak di daerah dataran dan juga merupakan wilayah ibukota
Kecamatan Cenrana. Desa terluas di kecamatan ini adalah Desa Laiya yang
luasnya mencapai 63, 83 km2, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan
Simbang dan Kecamatan Tompobulu. Kecamatan ini juga merupakan wilayah
hasil  pemekaran Kecamatan Camba yang dijadikan tiga kecamatan yaitu,
Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Mallawa.
1.2. Penduduk
Kecamatan Cenrana pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk sekitar
14. 428 jiwa yang terbagi dalam sekitar 3.740 rumah tangga yang menempati
wilayah luas 180,972 dengan kepadatan sebesar 79 jiwa/km2. Jumlah penduduk
tersebut terdiri dari laki-laki sebesar 7.036 jiwa dan perempuan sebesar 7.392
jiwa.
Komposisi penduduk di Kecamatan Cenrana bedasarkan kelompok
umur, proporsi penduduk usia muda (0 – 24 tahun) memiliki proporsi yang
lebih besar dari total penduduk. Hal ini menunjukkan indikasi pertambahan
penduduk yang lebih tinggi atau adanya migrasi keluar penduduk berusia 24
tahun atau lebih, baik untuk bersekolah atau bekerja.38
38Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Daerah Cenrana 2016, h. 3.
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Desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Cenrana adalah
Desa Limapoccoe, sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit
adalah Desa Lebbotengngae. Desa yang memiliki kepadatan penduduk paling
tinggi adalah Desa Baji Pamai. Desa ini terletak di sekitar jalan poros Maros –
Bone, dengan sebaran penduduk di sekitar jalan poros, sedangkan yang
terendah berada di Desa Laiya.
Tabel 2: Jumlah Penduduk Kecamatan Cenrana Tahun 2015
No Desa/Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Labuaja 1088 1098 2186
2 Lebbotengngae 551 551 1102
3 Laiya 1401 1422 2823
4 Cenrana Baru 852 901 1753
5 Limapoccoe 1689 1827 3516
6 Rompegading 787 881 1668
7 Baji Pamai 668 712 1380
Sumber: Bada Pusat Statistik Kabupaten Maros
1.3. Pemerintahan
Kecamatan Cenrana terdiri dari 7 desa yang seluruhnya merupakan desa
definitif. Desa tersebut merupakan desa yang klasifikasi desa swasembada.
Kecamatan Cenrana memiliki Rukun Warga (RW) sebanyak 34 RW, Rukun
Tetangga (RT) sebanyak 100 RT dan Blok Sensus (BS) sebanyak 50 BS.39
Tabel 3: Statistik Pemerintahan Kecamatan Cenrana
No Wilayah Administrasi Jumlah
1 Desa 7
2 Rukun Warga (RW) 34
3 Rukun Tetangga (RT) 100
4 Blok Sensus (BS) 50
Sumber: Kecamatan Cenrana Dalam Angka 2016
39Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Kecamatan Cenrana 2016, h. 2.
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Dalam rangka meningkatkan meningkatkan keamanan masyarakat,
Kecamatan Cenrana telah didirikan 1 Pos Polisi yang terletak di pusat
kecamatan. Sedangkan untuk mendukung administrasi kantor Kecamatan
Cenrana memiliki jumlah pegawai sebanyak 25 orang dan untuk menjaga
kesehatan masyarakat, Puskesmas yang membawahi beberapa poskesdes dan
bidan di desa memiliki 18 pegawai.




1 Kecamatan 24 18 42
2 BKKBN 4 4 8
3 Urusana Agama 3 1 4
4 Pertanian 4 2 6
5 Statistik - - -
6 UPTD Pendidikan 6 1 7
8 Puskesmas 5 13 18
9 SPTN TN BABUL 13 4 17
Jumlah 59 43 101
Sumber: Masing-masing Instansi
Demi kelestarian hutan maka Kecamatan Cenrana dibentuk SPTN
Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang merupakan bagian dari
Kementerian Kehutanan yang bertugas menjaga dan mengawasi hutan di
wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.40
1.4. Kesehatan
Kecamatan Cenrana memiliki memiliki fasilitas kesehatan berupa
puskesmas, puskesmas pembantu dan poskesdes di masing-masing desa
dengan tenaga kesehatan Bidan di setiap desa.Pembangunan di bidang
40Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Kecamatan Cenrana 2016, h. 2.
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kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan akses
pelayanan murah, mudah dan merata. Untuk pencapaian derajat kesehatan
masyarakat yang lebih baik adalah tersedianya jumlah sarana dan tenaga
kesehatan.
Tabel 5: Sarana Kesehatan Kecamatan Cenrana
No Desa Puskesmas/Pustu Poskesdes Posyandu
1 Labuaja - 1 3
2 Lebbotengngae - 1 3
3 Laiya 1 - 4
4 Cenrana Baru - 1 4
5 Limapoccoe 1 1 4
6 Rompegading - 1 4
7 Baji Pamai - 1 4
Jumlah 2 6 26
Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Cenrana
Dari jumlah sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Cenrana, maka
dapat dikatakan cukup memadai. Dari 7 desa yang ada telah terdapat 1 unit
Puskesmas  dan 1 unit Pustu dan 6 unit Poskesdes. Keberadaan Paramedis 11
orang, Bidan 10 orang dan dukun bayi yang menangani proses kelahiran
sebanyak 1 orang yang berada di Kecamatan Cenrana.41
1.5. Pendidikan
Peranan sektor pendidikan bagi suatu bangsa sangat menentukan, dalam
rangka mencapai kemajuan disemua bidang kehidupan, utamanya peningkatan
kesejahteraan rakyatnya. Keberadaan sekolah merupakan hal penting bagi
penduduk untuk memperoleh pendidikan formal.42
41Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Kecamatan Cenrana, h. 4.
42Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, h. 5
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Pendidikan merupakan salah satu komponen yang penting dalam standar
hidup masyarakat, sehingga pendidikan yang memadai akan membantu
masyarakat memiliki masa depan yang lebih baik. Salah satu upaya pemerintah
dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat adalah meningkatkan
jumlah alokasi dana pendidikan hingga mencapai 20% dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Jumlah fasilitas/sarana pendidikan yang ada di kecamatan masih belum
memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Cenrana akan
pendidikan yang layak. Pada umumnya penduduk usia sekolah yang akan
melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi melanjutkan ke Kota Makassar
atau ke kecamatan lain di Kabupaten Maros yang mempunyai perguruan tinggi
karena keberadaan Perguruan Tinggi di Kecamatan Cenrana belum tersedia.
Tabel 6: Sarana Pendidikan Kecamatan Cenrana
No Sarana Pendidikan Jumlah
1 TK 15
2 SD Negeri 18
3 SD Swasta 2
4 SMP Negeri 4
5 SMP Swasta 1
6 SMA Negeri 1
7 SMA Swasta 1
8 SMK Swasta 1
Sumber: Statistik Kecamatan Cenrana
Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di Kecamatan
Cenrana perlu ditingkatkan mengingat jumlah siswa yang melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang tinggi masih cukup rendah.
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1.6 . Pertanian
Sektor pertanian di Kecamatan Cenrana Tahun 2013, khususnya padi
padi sawah masih menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk Kecamatan
Cenrana. Lahan sawah yang diusahakan untuk pertanian merupakan sawah
berpengairan Non Teknis seluas 1.235 Ha, lahan sawah tadah hujan seluas 766
Ha, selebihnya lahan bukan sawah yang terdiri dari Tegal/Kebun 646 Ha.
Ladang/Huma 701 Ha.
Kecamatan Cenrana Merupakan salah satu daerah penghasil beras yang
cukup besar. Luas panen Padi Sawah di Tahun 2015 sebanyak 3.236 Ha, dan
padi ladang sebanyak 1.145 Ha. Faktor cuaca sangat berpengaruh besar
terhadap besaran produksi tanaman pangan di Kecamatan Cenrana yang
berdampak pada ketersediaan air untuk irigasi lahan sawah.43
Tabel 7: Jumlah Rumah Tangga Usaha dan Luas Tanaman Pangan
Kecamatan Cenrana Tahun 2015
No Jenis Tanaman Luas Panen (Ha) Produksi (TON)
1 Padi Sawah 3.236 25. 240,8
2 Padi Ladang 1.145 6.823,1
3 Palawija - -
4 Jagung 65 -
5 Kedelai 80 -
6 Kacang Tanah 168 302,4
7 Kacang Hijau - -
8 Ubi Kayu 74 1.317,2
9 Ubi Jalar 50 2.560
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Maros
43Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Kecamatan Cenrana, h. 6.
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Menurut hasil Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga yang
mengusahakan tanaman pangan yang berupa Padi dan Palawija sebanyak 2.470
rumah tangga, dimana 2.430 rumah tangga mengusahakan mengusahakan padi,
dan 1.217 rumah tangga mengusahakan palawija, yang berupa kacang tanah,
jagung dll. Kecederungan jumlah rumah tangga pertanian di tahun 2015 tidak
banyak mengalami perubahan sejak tahun 2013.
Selain tanaman pangan yang menjadi usaha pertanian di Kecamatan
Cenrana, mereka juga mengusahakan beberapa tanaman hortikultura,
perkebunan dan kehutanan. Selaian itu mereka juga mengusaha ternak.
Beberapa jenis tanaman hortikultura yang diusahakan oleh masyarakat
Kecamatan Cenrana, antara lain: Semangka, Cabai Besar, Tomat, Kacang
Panjang dan beberapa tanaman lainnya. Untuk tanaman perkebunan, yang
mendominasi adalah Kemiri dan Kakao. Banyak Masyarakat yang
mengusahakan tanaman perkebunan tetapi lahan yang diusahakan berada diluar
wilayah Kecamatan Cenrana, bahkan ada yang di luar Provinsi seperti di
Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.44
1.7 . Kesejahteraan
Kesejahteraan merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan
masyarakat.Kesejahteraan yang diharapkan adalah kesejahteraan yang merata
pada seluruh lapisan masyarakat.
44Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Kecamatan Cenrana 2016, h. 7.
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Tabel 8: Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Kecamatan
Cenrana Tahun 2014
No Desa Pra Sejarah
Tahap Sejahtera
I II III III Plus
1 Labuaja 80 348 348 21 -
2 Lebbotengngae 17 149 149 47 -
3 Laiya 25 339 339 63 -
4 Cenrana Baru 40 112 112 174 -
5 Limapoccoe 55 231 296 267 -
6 Rompegading 34 127 277 32 5
7 Baji Pamia 57 136 255 39 1
Jumlah 312 1.442 1.612 643 6
Sumber: BKKBN Kabupaten Maros (Tahun 2015 Tidak Tersedia)
BKKBN memberikan kategori tingkat kesejahteraan menjadi 4 kategori
yaitu sebagai berikut:45
1. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasar secara minimal.
2. Keluarga sejahtera I telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
3. Keluarga sejahtera II telah telah dapat memenuhi kebutuhan
psikologisnya.
4. Keluarga sejahtera III telah mampu memenuhi kebutuhan
pengembangannya tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang
maksimal kepada masyarkat.
45Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Kecamatan Cenrana 2016, h. 8.
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5. Keluarga sejahtera III plus selain telah mampu memenuhi semua
kebutuhannya juga dapat memberikan sumbangan yang nyata dan
berkelanjutan bagi masyarkat.
1.8. Industri
Industri merupakan salah satu penunjang peningkatan perekonomian
masyarakat umumnya industri rakyat mengandalkan bahan kayu dari wilayah
sekitar.
Pada tahun 2014, industri yang ada di Kecamatan Cenrana adalah
industri kayu sebanyak 2 industri, industri anyaman sebanyak 6 industri,
industri kain sebanyak 4 industri dan industri makanan sebanyak 102 industri.
Industri-industri tersebut berupa industri berupa industri mikro atau rumah
tangga, yang tidak banyak tenaga kerja.46
Tabel 9: Industri Pengolahan di Kecamatan Cenrana Tahun 2014
No Jenis Industri Jumlah
1 Industri Kayu 2
2 Industri Logam -
3 Industri Anyaman 6
4 Industri Kain 4
5 Industri Makanan 102
6 Industri Batu/Keramik 1
7 Penggilingan Padi 106
Sumber: Statistik Kecamatan Cenrana 2014
Selain industri kayu, anyaman dan makanan, di Kecamatan Cenrana juga
terdapat indsutri penggilingan padi yang merupakan industri yang bersifat
penting bagi masyarakat di Kecamatan Cenrana. Industri penggilingan di
umumnya hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat
46Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Kecamatan Cenrana 2016, h. 9.
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sekitar, mengingat Kecamatan Cenrana adalah daerah pertanian padi/gabah
merupakan tumpuan utama di Kecamatan Cenrana.
1.9. Transportasi dan Komunikasi
Transportasi merupakan kebutuhan dasar untuk menunjang pertumbuhan
ekonomi suatu daerah dapat berkembang lebih cepat apabila transportasi lebih
cepat apabila transportasi daerah tersebut lancar.
Beberapa pusat desa di Kecamatan Cenrana bisa ditempuh dengan
transportasi umum di waktu-waktu tertentu yaitu Desa Cenrana Baru dan Desa
Laiya. Sedangkan desa yang lain dapat diitempuh dengan angkutan umum
dengan cukup mudah karena terletak di jalan poros. Keseluruhan desa di
Kecamatan Cenrana sudah berupa aspal dan beton walaupun jalan dusun masih
ada berupa jalan diperkeras.47








1 Labuaja 3.00 32.00 340-675
2 Lebbotengngae 3.00 36.00 410-450
3 Laiya 5.00 39.00 410-705
4 Cenrana Baru 11.50 46.00 410-700
5 Limapoccoe 0.00 34.00 410-710
6 Rompegading 6.00 39.00 350-715
7 Baji Pamai 11.00 42.00 340-450
Sumber: Pendataan Podes 2014
47Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Kecamatan Cenrana 2016, h. 10.
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Untuk komunikasi, setiap desa terdapat jaringan seluler meskipun tidak
semua jaringan provider tersedia begitu pula dengan ketakutan dengan
kekuatan sinyal jaringan seluler juga berbeda.
1.10. Perdagangan
Ketersediaan pasar pada pada suatu wilayah memberikan manfaat bagi
kepada para produsen untuk dapat memasarkan produksinya.Sebagian besar
produsen pada pasar rakyat adalah produsen dasar seperti petani, peternak dan
pemilik kebun.Mereka menjual hasil produksi dari sawah, ternak kecil atau
kebunnya langsung ke konsumen.
Dalam menunjang perekonomian masyarakat, Kecamatan Cenrana
hanya memiliki 3 pasar, hanya 1 pasar permanen, 2 lainnya pasar tidak
permanen. 125 warung kelontong yang tersebar di seluruh desa.48





Kedai Makan Warung Kopi
1 Labuaja - 15 7 -
2 Lebbotengngae - 13 - -
3 Laiya 1 15 - -
4 Cenrana Baru 1 15 - 1
5 Limapoccoe 1 32 3 -
6 Rompegading - 19 - 1
7 Baji Pamai - 16 2 2
Jumlah 3 125 12 2
Sumber: Podes 2014
Sedangkan untuk menunjang kebutuhan para pengguna jalan di
Kabupaten Bone dan sekitarnya menuju Kabupaten Maros/Kota Makassar
48Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Kecamatan Cenrana 2016, h. 11.
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maupun sebaliknya, di Kecamatan Cenrana terlah tersedia 3 rumah
makan/restoran yang berlokasi di pusat kecamatan.
1.11. Perbandingan Antar Kecamatan
Potensi setiap kecamatan harus digali dan dikembangkan untuk
mencapai kemakmuran dan kemajuan bersama. Setiap daerah memilik
perbedaan baik dalam hal topografi maupun potensi yang dimiliki.Perbedaaan
yang terdapat pada masing-masing wilayah inilah yang dijadikan suatu daerah
memiliki khasanah kakayaan potensi.49




1 0-4 1.038 1.338 1.041
2 5-9 1.048 1.384 975
3 10-14 1.145 1.382 904
4 15-19 978 1.229 712
5 20-24 849 1.033 634
6 25-29 800 921 693
7 30-34 821 1.033 783
8 35-39 972 1.140 907
9 40-44 1.039 1.048 826
10 45-49 1.036 929 809
11 50-54 970 853 792
12 55-59 718 598 733
13 60-64 546 480 514
14 65-69 443 408 428
15 70-74 310 342 280
16 75+ 415 310 315
Total 13.164 14.428 11.346
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros
49Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Kecamatan Cenrana 2016, h. 12.
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Kecamatan Cenrana merupakan kecamatan cukup jauh dari ibukota
kabupaten dan memiliki topografi pegunungan, sehingga tingkat pertambahan
penduduk terbilang lambat. Pada tahu 2015 jumlah penduduk Kecamatan
Cenrana sebanyak 14.428 jiwa, jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten
Maros dan juga tingkat kepadatannya paling sedikit pula.
Tetapi apabila dilihat dari luas kecamatannya, Kecamatan Cenrana
memiliki luas yaitu 180,97 km2. Kecamatan Cenrana memiliki potensi besar
dari hasil pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian yang ada di Kecamatan
Cenrana antara lain: padi sawah, jagung, kacang tanah, cabai, durian, jeruk,
pisang, pepaya, nenas, dsb. Tanaman hasil kebun yang paling terkenal di
Kecamatan Cenrana adalah jahe dan kemiri.50
JPPR Sulawesi Selatan selaku lembaga pemantau Pilkada Serentak tahun
2015 di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros dapat menilai, aktvitas
masyarakat yang memiliki kesibukan dalam hal pekerjaan seperti yang telah
dijelaskan dalam gambaran umum merupakan salah satu faktor penunjang
dalam melihat peningkatan pastisipasi pemilih. Karena, salah satu alasan
masyarakat sehingga tidak terlibat aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan
tersebut adalah kesibukan dalam menjalani aktivitas mereka sehari-hari.
Oleh karena itu, sejak JPPR Sulawesi Selatan turut andil dalam
memantau Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Cenrana Kabupaten
Maros tidak hanya fokus dalam memantau dana kampanye saja tetapi, salah
satu program JPPR Sulawesi Selatan juga ialah ikut dalam mensosialisasikan
kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik dan ikut dalam
50Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Statistik Kecamatan Cenrana 2016, h. 12.
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mengawasi jalannya Pilkada. Sehingga kecenderungan kecurangan-kecurangan
saat Pilkada berlangsung dapat diminimalisir.
B. PILKADA Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Maros
Pengawalan proses pemilihan umum agar berlangsung secara jujur dan
adil merupakan tugas bersama. Akan tetapi, jujur dan adil belumlah cukup.
Pemilu yang demokratis membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam
setiap prosesnya. Salah satu yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas
dana kampanye. Tapi, masih sedikit lembaga yang fokus memantau isu ini.
Karena itu, selama dua tahun terakhir, sejak Pemilu 2014 hingga Pilkada 2015,
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menjadikan masalah dana
kampanye sebagai salah satu fokus pantauan. Skripsi ini menyajikan temuan
hasil pemantauan JPPR.
Program pemantauan dana kampanye JPPR mengambil sampel di
sembilan kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Jember,
Kabupaten Seluma, Kabupaten Bantul, Kota Balikpapan, Kota Palu, Kota
Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Kota Semarang. Pemilihan daerah ini
didasarkan pada tingkat persaingan ketat antarpasangan calon, baik petahana
maupun nonpetahana, serta mempertimbangkan keterwakilan zona Indonesia
timur.
Pemantauan melibatkan relawan JPPR di kota/kabupaten sasaran. Ini
merupakan ikhtiar JPPR untuk tetap memelihara jiwa-jiwa kesukarelawanan
dalam pemantauan, yang semakin hari semakin sepi, khususnya dalam isu dana
kampanye.
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Banyak pelajaran yang bisa dipetik dalam proses pemantauan ini.
Antara lain, koordinasi dan hubungan baik dengan penyelenggara pemilu (KPU
dan Bawaslu), partai politik, calon kepala daerah dan tim sukses, merupakan
salah satu kunci agar mudah mendapatkan akses data dan informasi tentang
dana kampanye. Tentu saja, kemampuan investigatif relawan juga sangat
dibutuhkan dalam pemantauan ini.
Memantau dana kampanye tidaklah sesederhana memantau tahapan
pemilu lainnya. Karena itu, bagi relawan JPPR, pengalaman ini sangat berarti
untuk mengembangkan konsep pemantauan di masa mendatang.
Sebelum pilkada digelar, sempat mencuat isu politik transaksional pra-
pemilihan. Yang paling kencang adalah kabar tentang mahar yang harus
disetorkan pasangan calon kepada partai. Akibat soal ini, hanya sedikit calon
potensial yang ikut pilkada. Meski demikian, situasi politik di Maros relatif
tenang, tak seperti kabupaten-kabupaten tetangganya seperti Gowa dan
Bulukumba.51
Ada tiga pasangan calon yang berlaga pada Pilkada Maros. Beriut
nama-nama mereka dan nomor urutnya:
1. Ir H Muh Imran Yusuf MM dan HM Said Patombongi
2. HA Husain Rasul SH dan Sudirman Sirajuddin
3. Ir HM Hatta Rahman MM dan Drs HA Harmil Mattotorang MM
51M. Afifuddin dkk, Potret Dana Kampanye PILKADA Serentak 2015 (JPPR Sulawesi
Selatan, 2015), h. 1.
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KPU Kabupaten Maros telah menetapkan pasangan Hatta Rahman
Harmil Mattotorang (Hatita) sebagai pasangan terpilih bupati dan wakil bupati
Maros periode 2016- 2021. Pasangan nomor urut tiga ini memenangkan
pilkada dengan perolehan suara 106.942 atau 67,64 persen dari total suara sah.
Hatita menumbangkan dua kandidat lainnya, Husain Rasul-Sudirman (Hadir)
dan Imran Yusuf-Said Patombongi (Iman), yang masing-masing meraih 46.945
suara dan 4.229 suara.52
Ada beberapa faktor yang membuat pasangan nomor Hatita meraih
kemenangan daalam Pilkada Maros. Pertama, pasangan ini diusung oleh PAN,
yang pada pemilu legislatif meraih 10 dari 35 kursi DPRD. Kedua, Hatita
merupakan pasangan petahana, baik calon bupati maupun wakil bupatinya.
Ketiga, Pilkada Maros tidak menghelat kampanye terbuka, sehingga pasangan
petahana ini menjadi yang paling dikenal. Bahkan, di Kecamatan Cenrana,
secara statistik 85 persen warganya memilih pasangan ini.53
C. Peran JPPR Sulawesi Selatan Terhadap Pemantauan Dana Kampanye
1.1. Pemantauan Dana Kampanye
Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) didirikan pada tahun
1998 dengan visi dan misi adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang
sadar, berpengetahuan, dan aktif dalam membangun kedaulatan masyarakat.
Mereka tergabung dalam sebuah kaukus Civil Society bernama Jaringan
52M. Afifuddin dkk, Potret Dana Kampanye PILKADA Serentak 2015 (JPPR Sulawesi
Selatan, 2015), h. 81.
53M. Afifuddin dkk, h. 81.
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Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) yang sebagian besar merupakan dua
kader ormas Islam terbesar yaitu, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Di tengah larutnya sejumlah tokoh Islam dan aktivis santri dalam
pusaran Pilkada menjadi kontestan, kandidat, tim sukses, vote getter, juru
kampanye dan loyalis seorang calon. Terdapat sekelompok santri muda yang
mengambil peran berbeda. Mereka lebih concern mendidik kesadaran kritis
masyarakat dan memantau proses Pemilu.
visi JPPR adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sadar,
berpengetahuan, dan aktif dalam membangun kedaulatan masyarakat. Sejak
didirikan di tahun 1998, JPPR telah aktif mempromosikan pendidikan
demokrasi untuk masyarakat Indonesia dengan cara melakukan pemantauan
Pemilu dan Pemilukada di Indonesia.54
Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) merupakan sebuah
organisasi berbentuk jaringan yang beranggotakan beberapa organisasi
masyarakat dan kepemudaan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Semenjak tahun 1999, JPPR telah aktif melakukan pendidikan pemilih dan
pemantauan pemilu yang merupakan salah satu mandat pendirian organisasi
ini, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, maupun Pilkada.
Kerja pemantauan yang dilakukan JPPR hingga pemilu 2009 dan
beberapa Pilkada setelahnya difokuskan kepada pamantauan Pemilu secara
umum, baik pada tahapan pencalonan, kampanye, tahapan pemungutan dan
perhitungan suara, maupun pemantauan pengadaan dan distribusi logistik
54Gatra Majalah Berita Mingguan, Hajatan Demokrasi Potret Jurnalistik Pemilu
Langsung Simpul Islam Indonesia Dari Moderat Hingga Garis Keras” (Cetakan 1 Agustus 2006),
h. 365.
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Pemilu. Dalam mengandalkan basis keanggotaan dan jaringan yang luas, kerja
pemantauan JPPR mampu menghadirkan hasil yang cukup representatif
terutama dalam pemantauan di hari pemilihan.55
Hal lain yang perlu jadi catatan penting JPPR adalah, bahwa kombinasi
partai Islam dan nasionalis, secara empirik terbukti meraup keuntungan besar.
Partai Islam yang maju sendiri memperoleh dukungan rendah. Ini paralel
dengan perolehan suara partai-partai Islam dalam pemilihan nasional.56
Pada Pemilu tahun 2014, JPPR mencoba memasuki ruang baru dalam
portofolio dalam pemantauannya yakni melakukan pemantauan dana
kampanye. Pilihan ini dianggap strategis karena pemantauan dana kampanye
masih kurang populer dalam khazanah Pemilu di Indonesia, sementara
fenomena korupsi politik yang berhubungan dengan Pemilu semakin
meningkat, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran negara, pencucian
uang (money laundry), maupun dana kampanye mengikat seperti yang baru
saja terungkap dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa
Hartati Murdaya. Hanya sebagian kecil kelompok masyarakat yang memiliki
perhatian dan pengalaman dalam melakukan pemantauan dana kampanye,
salah satunya adalah Indonesia Corruption Watch (ICW).
Harus diakui bahwa modal JPPR dalam melaksanakan program-
programnya masih sangat kurang karena dari sisi pengalaman pemantaun
55M. Afifuddin dkk, Potret Dana Kampanye PILKADA Serentak 2015 (JPPR Sulawesi
Selatan, 2015), h. 2.
56Gatra Majalah Berita Mingguan, Hajatan Demokrasi Potret Jurnalistik Pemilu
Langsung Simpul Islam Indonesia Dari Moderat Hingga Garis Keras” (Cetakan 1 Agustus 2006),
h. 365.
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Pemilu JPPR belum pernah menyentuh isu pemantauan dana kampanye.
Namun dukungan dari MSI SIAP 1 beserta LSM parnersnya sangat membantu
JPPR. Salah satu dukungan penting MSI adalah menghadirkan aktivis
pemantau Pemilu dari Filipina (Robert Euginio T. Cardis) yang memiliki
pengalaman dalam melakukan pemantauan dana kampanye untuk membantu
merumuskan strategi dan metodologi pemantauan dana kampanye Pemilu.57
Pemilihan kepala daerah serentak adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat
untuk memilih pasangan calon kepala daerah secara langsung dan demokratis.
Pilkada serentak dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan sebagai prasyarat
untuk menghasilkan persaingan yang sehat. Persaingan sehat diawali
keseimbangan antarpasangan calon dalam menawarkan visi, misi, dan
programnya.58
Dalam konteks pendanaan kampanye, pilkada serentak mencegah
terjadinya percukongan politik. Pelaksanaannya yang serentak, membuat
cukong tak mampu lagi memfokuskan sumber daya keuangannya untuk
memenangkan pilkada di suatu daerah. Ini membuat pengaruh modal dari
penyumbang besar berkurang drastis, yang terlihat dari berkurangnya
penggunaan metode kampanye yang memboroskan dana kampanye. Ini sangat
baik untuk menciptakan posisi yang setara antar peserta pilkada, sehingga
57M. Afifuddin dkk, Potret Dana Kampanye PILKADA Serentak 2015 (JPPR Sulawesi
Selatan, 2015), h. 2.
58M. Afifuddin dkk, h. 2.
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dapat bersaing secara sehat, tanpa jurang ketimpangan keuangan menyolok
seperti yang terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya.59
“Dapat kita katakan bahwa, memang kita perlu penguatan dan
pengawasan terhadap dana kampanye. Karena, ini merupakan hal yang
sensitif dalam setiap pesta demokrasi. Termasuk JPPR Sulawesi Selatan harus
dituntut untuk masif dalam mengkampanyekan gerakan-gerakan pendidikan
politik. Misalnya, Di Sulsel beberapa ilmuwan menemukan ada kebudayaan
patron klien yang berkembang di tengah masyarakat di Sulsel. Hal inilah
mempengaruhi prilaku pemilih kita”.
“Patron klien muncul, karena dipicu oleh dominasi kekuasaan, dominasi
sumber daya, faktor keturunan dan kemiskinan”.60
Dalam pilkada, kampanye adalah pekerjaan utama kontestan untuk
menarik simpati pemilih. Metode kampanye yang mengerahkan banyak tim
pendukung seperti rapat umum, pertemuan terbatas, penyebaran bahan
kampanye, hingga iklan media massa, membutuhkan dana tak sedikit. Karena
itu, pasangan calon dan partai politik pendukung akan berusaha menggalang
dana sebanyak-banyaknya, menempuh segala macam cara.61
Dalam pemantauan yang dilakukan JPPR, modus-modus pelanggaran
dana kampanye di masa lalu masih terulang pada Pilkada 2015. Antara lain
dana kampanye tidak tercantum dalam laporan penerimaan dan pengeluaran
dana kampanye; adanya sumbangan pihak lain dalam jumlah tertentu yang
berpotensi memengaruhi kebijakan kepala daerah saat terpilih; dan lain-lain.62
59M. Afifuddin dkk, Potret Dana Kampanye PILKADA Serentak 2015 (JPPR Sulawesi
Selatan, 2015), h. 3.
60Wawancara Dengan Penggagas Sekolah Demokrasi (Abdul Karim), 19 Desember 2018.
61M. Afifuddin dkk, h. 3.
62M. Afifuddin dkk, h. 3.
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Pemantauan dana kampanye diperlukan untuk mendorong pasangan
calon mengelola dan membelanjakan dana kampanye, serta memberikan
informasi kepada publik tentang dana kampanye pasangan calon, baik melalui
internet atau instrumen lain yang mudah diakses. Pemilih berhak menentukan
pilihannya secara rasional. Salah satunya dengan mempertimbangkan integritas
pasangan calon berdasarkan laporan dana kampanye.
Dalam konteks inilah pemantauan dana kampanye dalam pilkada
serentak perlu dilakukan agar kampanye lebih demokratis. Selain itu, agar hasil
pilkada semata benar-benar berdasarkan kapabilitas pasangan calon serta
kualitas visi, misi dan program, bukan karena pengaruh uang.63
Kampanye yang dilakukan harus bisa memberikan batasan yang
memberikan rasa keadilan tidak hanya antarcalon, tapi juga keadilan bagi
pemilih. Sistem kampanye harus memberikan kebebasan bagi rakyat untuk
memilih dan menilai siapapun tanpa halangan, sehingga masyarakat pemilih
memperoleh informasi yang seimbang tentang seluruh pasangan calon.64
Dana kampanye pasangan calon juga wajib dikelola dan
dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
Dana kampanye dicatat dengan sebenar-benarnya melalui pembukuan yang
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran yang terpisah dari rekening
pribadi. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah
penerimaan dan pengeluaran, disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertang-
63M. Afifuddin dkk, Potret Dana Kampanye PILKADA Serentak 2015 (JPPR Sulawesi
Selatan, 2015), h. 4.
64M. Afifuddin dkk, h. 4.
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gungjawabkan. Pembukuan dimulai sejak pasangan calon ditetapkan dan
ditutup saat masa kampanye berakhir.65
Berkaitan dengan hal tersebut, sistem pembiayaan kampanye juga harus
mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang dalam praktiknya
diterjemahkan melalui kerangka hukum yang mewajibkan pasangan calon
mengelola, mencatat, melaporkan, dan memublikasikan laporan dana
kampanye secara transparan, serta penormaan beberapa ketentuan larangan
menerima dana dari pihak tertentu untuk mencegah potensi money laundering,
penyalahgunaan keuangan/fasilitas negara, maupun pembatasan jumlah
maksimal sumbangan. Kerangka hukum demikian dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya korupsi dalam sistem dan praktik pemilihan.66
1.2. Tujuan Pemantauan
Pengaturan tentang pendanaan dana kampanye perlu ditegakkan untuk
menjaga terciptanya persaingan yang sehat antar peserta Pemilu, baik partai
politik maupun kandidat (caleg dan calon DPD). Persaingan yang sehat adalah
ruang permainan yang seimbang (same level playing field) antara peserta
Pemilu yang kaya dan yang miskin atau yang lama dan yang baru. Dengan
ruang pertarungan yang sama maka Pemilu diharapkan tetap representatif bagi
semua unsur untuk bersaing mendapatkan keterwakilannya di lembaga politik
yang terbentuk pasca Pemilu.67
65M. Afifuddin dkk, h. 5.
66M. Afifuddin dkk, Potret Dana Kampanye PILKADA Serentak 2015 (JPPR Sulawesi
Selatan, 2015), h. 5.
67M. Afifuddin dkk, h. 24.
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Pemantauan dana kampanye Pemilu bertujuan untuk mengukur
keterpenuhan prinsip-prinsip dalam pendanaan kampanye, meliputi:
1. Transparency yakni mengupayakan agar seluruh informasi
berkenaan dengan data besaran sumbangan, sumber dana,
pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana kampanye dapat diakses
oleh publik.
2. Accuracy yakni mengupayakan agar proses pembukuan dana
kampanye dilakukan secara akurat.
3. Accountability yakni mengupayakan agar sumber penerimaan,
nominal dana dan penggunaan dana kampanye dilakukan sesuai
aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Procedure Compliance yakni mengupayakan agar proses pembukuan
dan pelaporan dana kampanye dilakukan sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan oleh aturan hukum baik UU atau peraturan KPU.
Penerapan prinsip-prinsip pendanaan dana kampanye tersebut perlu
diawasi untuk mengetahui apakah peserta Pemilu baik kandidat, partai politik,
tim sukses, maupun penyelenggara  Pemilu baik KPU maupun Bawaslu, serta
pihak lainnya secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tersebut.
Pemantauan dana kampanye ini akan memberikan manfaat penting bagi
integritas penyelenggara Pemilu maupun legitimasi hasil Pemilu. Melalui
pemantauan dana kampanye ini, masyarakat dapat:68
1. Mengawal Pemilu yang Demokratis. Sebagai salah satu elemen utama
demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak
68Modul Pemantauan Dana Kampanye, JPPR, 2014.
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menjadi operasional. Hasil Pemilu adalah orang-orang yang terpilih yang
mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Demokrasi
menganut prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan prinsip ini, partai
politik dan calon yang mempunyai dana besar diatur agar dapat bersaing
secara adil dengan partai politik dan calon yang berkemampuan pendanaan
kecil. Ketidakseimbangan ini jika dibiarkan tanpa adanya penegakan
aturan yang tegas dan lemahnya penegakan hukum akan menyebabkan
terjadinya korupsi dalam pemilu.
2. Mengetahui pelanggaran pembatasan sumbangan, untuk menghindari
terjadinya jeratan kepentingan penyumbang terhadap partai politik dan
calon. Dalam proses pemantauan penerimaan sumbangan, penting adanya
batasan sumbangan ini. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan
kesetaraan diantara peserta Pemilu. Mengetahui kebenaran identitas dan
tanda bukti penyumbang untuk menegaskan bahwa penyumbang memang
benar mampu menyumbang, sumber dana yang disumbang tidak dari hasil
korupsi ataun tindak pidana lainnya dan untuk membuktikan bahwa tidak
ada ikatan perjanjian atau kepentingan antara penyumbang dengan peserta
Pemilu yang disumbang.69
3. Mengantisipasi kecurangan dan mengawal Pemilu berlangsung dengan
jujur dan adil serta usaha untuk menghindarkan terjadinya proses Pemilu
dari kecurangan, manipulasi, permaianan maupun rekayasa yang dapat
menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan suara rakyat banyak.
Dengan adanya pemantauan, segala bentuk kecurangan dan kejahatan
69Modul Pemantauan Dana Kampanye, JPPR, 2014.
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dalam Pemilu dapat diminimalisir, karena menjadi kewajiban pemantau
untuk melaporkan sebala bentuk pelanggaran dalam proses Pemilu.
4. Menciptakan efek ketakutan. Secara psikologi, keberadaan pemantau akan
menjadi “pengawas”sehingga jika mereka berniat melakukan kecurangan
akan berpikir panjang karena keberadaan pemantau dana kampanye.70
Keberadaan pemantau menjadi peringatan kepada peserta Pemilu bila
mereka ingin melakukan kejahatan, peserta Pemilu akan merasa selalu
diawasi. Secara tidak langsung dapat membuat mereka untuk lebih patuh
dan taat pada aturan.
“Bagi lembaga pemantau seperti JPPR Sulawesi Selatan, salah satu
tujuannya adalah peningkatan partisipasi pemilih. Mislnya, ada tiga hal
yang perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah pemilih di antaranya
menumbuhkan kesadaran pemilih, melakukan pendidikan politik dan
membangun partisipasi pemilih. Ia juga mengingatkan bahwa ada sekitar
3,5 juta warga di Sulsel yang tidak masuk dalam kategori pemilih.
Dimana salah satu syarat menjadi pemilih berdasarkan undang-undang
Pemilu yang baru harus memiliki Kartu Penduduk Elektronik (E-KTP).
"E-KTP menjadi syarat administrasi untuk memilih. Jadi, kami berharap
warga Sulsel untuk segera mengurus E-KTP sehingga dapat
menggunakan hak suaranya”.71
1.3. Target Pemantauan
Sebagai organisasi yang fokus melakukan pendidikan dan pemantauan
Pemilu, JPPR menjadikan kegiatan pemantauan sebagai saran pendidikan
politik untuk pemilih. Target pemantauan JPPR adalah, pertama; meningkatkan
pemahaman dan partisipasi pemilih terhadapdana kampanye. Dengat target ini
70Modul Pemantauan Dana Kampanye, JPPR, 2014.
71Wawancara Dengan Komisioner KPU Sulawesi Selatan (Mardiana Rusli), 19 Januari
2018
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juga JPPR berharap dapat meluaskan jaringan pengawasan Pemilu secara
umum. Kedua; Target kedua JPPR adalah mendorong akuntabilitas Pemilu
dengan menciptakan pengawasan masyarakat yang dapat menjadi saran
balancing power masyarakat terhadap aktor dominan Pemilu yang lain, yaitu
peserta Pemilu (partai politik dan kandidat) dan penyelenggara pemilu (KPU
dan Bawaslu). Ketiga; adanya pengawasan masyarakat atas dana kampanye
diharapkan dapat mendorong dilaksanakannya peraturan terkait dana kampanye
secara konsekuen, proporsional, dan konsisten bagi peserta dan Penyelenggara
Pemilu. Dalam konteks ini aspek kepatuhan dan keterpantauan peserta Pemilu
dan penyelenggara menjadi tolak ukur utama. Keempat; target keempat JPPR
adalah untuk mendorong supremasi hukum atas terjadinya pelanggaran dana
kampanye. Penegakan hukum selain berdampak pada efek jera juga diharapkan
dapat menjadi salah satu indikator tercapainya integritas Pemilu secara umum
dan menjadi indikator tata kelola demokrasi yang baik (good democratic
governance).72
Seiring berjalannya waktu, JPPR Sulawesi Selatan menurut penilaian
Muhammad Iqbal Arsyad (Aktivis LSM) mengatakan bahwa, JPPR Sulawesi
Selatan merupakan organisasi yang bersifat jaringan tetapi belakangan ini JPPR
Sulawesi Selatan hanya digerakkan satu atau dua orang saja. Padahal,
keberadaan JPPR Sulawesi Selatan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan
Pemilukada yang bersih dengan melibatkan masyarakat.
72M. Afifuddin dkk, Menguak Dana Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2014, h. 34-35.
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“Peran JPP Sulawesi Selatan saat justru harus melibatkan banyak
orang karena system Pemilukada serentak akan membuat Pan73waslu
kewalahan dalam menjalankan tugasnya maka dibutuhkan partisipasi
masyarakat. Peran JPPR Sulawesi Selatan mestinya meningkatkan partisipasi
dalam hal pengawasan Pemilukada”.
1.4. Strategi Pemantauan
Pemantauan dana kampanye yang dilakukan pada Pemilu anggota DPR,
DPD dan DPRD di tahun 2014 secara umum dapat difokuskan pada kepatuhan
(compliance) peserta Pemilu terhadap peraturan yaitu UU Pemilu dan peraturan
KPU. Kepatuhan ini meliputi dua indikator; pertama, kepatuhan terhadap
standard an waktu pelaporan. Kedua, kepatuhan terhadap kebenaran (akurasi)
pengisian laporan dana kampanye.74
Kepatuhan terhadap standar dan waktu pelaporan meliputi kepatuhan
terhadap standar ketentuan pendanaan kampanye, antara lain ketentuan tentang
sumbangan, waktu penyampaian laporan, dan format pelaporan. Sedangkan
kepatuhan terhadap akurasi laporan meliputi pemantauan guna mendeteksi
kemungkinan terjadinya manipulasi atau penyampaian materi laporan secara
tidak benar, di mana terdapat kemungkinan terjadinya korupsi politik maupun
pencucian uang (money laundry).75
Pemantauan dana kampanye pada dasarnya dilakukan untuk memeriksa
apakah terjadi pelanggaran ketentuan hukum baik oleh peserta maupun
penyelenggara Pemilu. Tentunya apabila ditemukan pelanggaran hukum maka
73Wawancara Dengan Aktivis LSM (Muhammad Iqbal Arsyad), 19 Januari 2018.
74M. Afifuddin dkk, h. 36.
75M. Afifuddin dkk, h. 36.
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diharapkan hal tersebut dapat ditindak sesuai dengan ketentuan guna
menegakkan integritas proses dan hasil Pemilu. Disisi lain, hasil pemantauan
dana kampanye dapat menjadi bahan referensi tambahan yang dapat
dipergunakan oleh pemilih dalam mempertimbangkan calon-calon yang hendak
dipilihnya, dimana calon-calon yang tidak transparan dan akuntabel dalam
pengelolaan dan kampanye hendaknya tidak dipilih.76
Pemanfaatan hasil pemantauan dana kampanye dapat dipergunakan pada
masa sebelum maupun setelah pemungutan suara. Pemanfaatan hasil
pemantauan dana kampanye pada masa sebelum pemungutan suara dilakukan
dengan cara mempublikasikan temuan hasil pemantauan kepada khalayak
umum dengan maksud agar dijadikan referensi dalam menentukan pilihan
politik mereka terhadap kandidat. Sedangkan pemanfaatan hasil pemantauan
pada masa setelah pemungutan suara lebih diarahkan kepada upaya mendorong
proses penegakan hukum terhadap temuan pelanggaran.77
Berdasarkan konstruksi tersebut, maka pemantauan dana kampanye
dapat menggunakan setidaknya tiga strategi, yaitu:
1. Pemantauan pre-factum. Strategi ini merupakan bentuk pemantauan dana
kampanye yang dilakukan sepanjang masa kampanye hingga sebelum
disampaikannya laporan akhir dana kampanye oleh peserta Pemilu. Fokus
pemantauan ini bukan pada pencermatan terhadap akurasi laporan dana
kampanye peserta Pemilu, melainkan kepada realitas belanja kampanye
peserta Pemilu (misalnya jumlah iklan kampanye, jumlah kegiatan rapat
76M. Afifuddin dkk, Menguak Dana Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2014, h. 36.
77M. Afifuddin dkk, h. 36.
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akbar, dan lain-lain) maupun sumbangan dana kampanye yang diterima
oleh peserta Pemilu. Penggunaan strategi pra-factum dalam konteks
Pemilu di Indonesia akan memungkinkan pemantau dan masyarakat
mendapatkan gambaran realitas pengelolaan dana kampanye sebelum hari
pemungutan suara, sehingga hasilnya dapat dipergunakan sebagai
pertimbangan pemilih dalam menetukan pilihan politiknya. Adapun
kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa temuan-temuan hasil
pemantauannya belum dapat dikonfirmasikan dengan laporan dana
kampanye resmi peserta Pemilu.78
2. Pemantauan post-factum berbeda dengan strategi pra-factum, maka
strategi post-factum merupakan pemantauan yang difokuskan kepada
dokumen laporan dana kampanye yang disampaikan oleh peserta Pemilu.
Pemantauan ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran dan akurasi
laporan dana kampanye baik aspek pemerimaan (sumbangan) maupun
belanja kampanye dengan cara melakukan investigasi untuk
mengkonfirmasikan kebenaran catatan laporan dana kampanye.
Kelemahan pendekatan ini adalah ruang gerak pemantauan akan
cenderung terbatasi pada materi laporan yang disampaikan oleh peserta
Pemilu, dan kesulitan mengungkap realitas faktual di luar materi yang
dicantumkan dalam laporan dana kampanye.79
3. Strategi Kombinasi, yakni pemantauan yang dilakukan dengan
mengkombinasikan antara strategi pra-factum dan post-factum. Strategi ini
78M. Afifuddin dkk, Menguak Dana Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2014, h. 37.
79 M. Afifuddin dkk, h. 37.
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jauh lebih komprehensif karena mencakup pemantauan terhadap praktik/
realitas belanja dan sumbangan yang diterima, serta akurasi laporan dana
kampanye. Penggunaan pendekatan ini akan membawa pada hasil
pemantauan yang lebih mendalam serta utuh, namun memerlukan kerja
keras dalam jangka waktu yang cukup panjang.80
Penentuan atas pilihan strategi pemantauan ini tentunya sangat
bergantung kepada kapasitas pemantau dan masyarakat baik dari segi Sumber
Daya Manusia (SDM), daya dukung pendanaan, maupun orientasi dan tujuan
pemantauan yang hendak dicapai.
D. Hasil Pemantauan JPPR Sulawesi Selatan Terhadap Dana Kampanye
PILKADA Serentak Tahun 2015
JPPR Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemantau pemilu skala
nasional, melakukan pemantauan secara nasional tentang dana kampanye. Ada
9 kota dan kabupaten yang menjadi sampel pemantauan ini, di Sulawesi
Selatan, Kabupaten Maros merupakan satu daerah yang melangsungkan
Pilkada yang menjadi sampel JPPR Sulawesi Selatan.
Pemantauan JPPR Sulawesi Selatan dimulai sejak bulan September 2015
dan mengamati proses dinamika Pilkada yang berlangsung terutama mengenai
dana kampanye. Ada 3 calon kandidat bupati maros yang bertarung. Ketiga
kandidat itu di pantau hingga keseharian mereka serta mengikuti agenda dan
kegiatan mereka, mencatat semua pengeluaran mereka.
Hasil Pemantauan JPPR Sulawesi Selatan Yaitu :
80M. Afifuddin dkk, Menguak Dana Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2014, h. 37.
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1. Politisasi Kepala Desa, terdapat satu kades yang kedapatan turut
berkampanye. Hal itu jelas melanggar aturan perangkat pemerintah.
2. Politisasi Birokrasi, penulis juga menemukan ada satu Camat yang
kedapatan menurunkan baju kampanye di rumah Hatta Rahman, salah satu
kandidat. Dan ia sementara berbaju PNS. Namun sayangnya Panwas tidak
melakukan penindakan mengenai masalah itu.
3. Dana Kampanye, hasil pemantauan mengenai dana kampanye di
Kabupaten Maros. Ada ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan
laporan dana kampanye meraka. Hal ini tentu miris, karena salah satu
ukuran pemerintahan yang bersih bisa diukur dari sebaran jujur mereka
melaporkan dana kampanyenya.81
4. Disintegrasi Penyelenggara, Kabupaten Maros memang populer dengan
penyelenggara yang terlibat politik uang. Pada pemilu 2014, ada 3
komisioner yang di PAW karena terlibat politik uang dengan caleg. Pada
Pilkada Maros kemarin juga terjadi hal yang sama. Ada 3 PPS yang di
berhentikan karena alasan mendukung salah satu calon. 2 orang dipecat,
dan 1 orang mengundurkan diri.
Perolehan dana kampanye oleh pasangan calon wajib dikelola dan
dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
Dana kampanye tersebut dicatat dengan sebenar-benarnya melalui pembukuan
yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran yang terpisah dari rekening
pribadi. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah
81Modul Pemantauan Dana Kampanye, JPPR, 2014.
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penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan. Pembukuan dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan
dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah
pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye Pasangan Calon, dengan durasi tanggal penerimaan dan
pengeluaran dari tanggal 24 Agustus  5 Desember 2015. Laporan ini
menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa yang penyajian laporannya menggunakan pendekatan
aktivitas yang dilaporkan oleh pasangan calon paling lambat 1 (satu) hari
setelah masa kampanye berakhir.82
Penulis telah melakukan proses pemantauan aktivitas kampanye di
Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros bersama dengan JPPR Sulawesi Selatan
untuk memastikan pelaporan dana kampanye pasangan calon akuntabel. Selain
memantau dana kampanye, JPPR Sulawesi Selatan juga ikut dalam proses
peningkatan partisipasi pemilih. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis
ditemukan bahwa, dalam proses demokrasi di Kabupaten Maros antara
Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemiliham Kepala Daerah. Pada
momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 tingakat
partisipasi pemilih semakin meningkat.
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Cenrana, Muhammad Kasim mengatakan, hanya pada Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat.
82Modul Pemantauan Dana Kampanye, JPPR, 2014.
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“Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat partisipasi
masyarakat semakin meningkat jika dibanding dengan Pemilihan Presiden dan
Pemilihan Legislatif”.83
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2015 di Kabupaten
Maros tidak menggelar kampanye terbuka. Hal tersebut telah disepakati antara
pasangan calon dan masyarakat. Sebab, menurut warga Kabupaten Maros akan
lebih efektif jika tidak menggelar kampanye. Namun, penulis melihat saat
Pilkada serentak tahun 2015 digelar pasangan calon hanya berkampanye secara
tertutup. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Cenrana, Muhammad Kasim yang mengatakan:
“Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Maros tidak melaksanakan
kampanye terbuka, itu disebabkan karena dari tim sukses kandidat
berpendapat bahwa akan lebih efektif kalau menggelar kampanye tertutup
saja”84
Berdasarkan data yang diperoleh dari JPPR Sulawesi Selatan penulis
menyajikan dalam bentuk diagram, berikut hasil pemantauan dana kampanye
dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Maros:
83Wawancara Dengan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cenrana Kabupaten
Maros (Muhammad Kasim), 18 November 2015.
84 Muhammad Kasim, 18 November 2015.
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Diagram 1: Total Penerimaan Dalam Laporan LADK85, LPSDK86 dan
LPPDK87
Terjadi peningkatan jumlah penerimaan dalam laporan LADK, LPSDK
sampai dengan LPPDK untuk Ketiga pasangan calon. Pasangan Calon Ir. H.
Muh. Imran Yusuf, M.M. dan H. M. Said Patombongi dalam LADK sebesar
50.000.000, dalam LPSDK sebesar 129.000.000 dan LPPDK sebesar
129.000.000, Sementara Pasangan Calon H. A. Husain Rasul, S.H. dan
Sudirman Sirajuddin dalam LADK sebesar 275.000.000, dalam LPSDK
sebesar 500.000.000 dan LPPDK sebesar 1.370.000.000. Untuk pasangan calon
Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M.,
LADK sebesar 37.000.000, LPSDK sebesar 48.000.000 dan LPPDK sebesar
148.000.000.
85Data JPPR Sulawesi Selatan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Kabupaten Maros
(Laporan Awal Dana Kampanye pada 24 Agustus 2015).
86Data JPPR Sulawesi Selatan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Kabupaten Maros
(Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada 16 Oktober 2015).
87Data JPPR Sulawesi Selatan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Kabupaten Maros
(Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada 6 Desember 2015).
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Diagram 2: Rincian Laporan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam LPPDK88
88Data JPPR Sulawesi Selatan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Kabupaten Maros
(Rincian Laporan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam LPPDK).
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Dalam hal pengeluaran dana kampanye terlihat:
1. Pasangan Calon Ir. H. Muh. Imran Yusuf, M.M. dan H. M. Said
Patombongi pengeluaran dana kampanye di dominasi oleh pengeluaran
dalam bentuk kegiatan lainnya Rp. 100.000.000 dan kampanye dalam
bentuk operasional ainnya Rp. 18.000.000. Pengeluaran kampanye dalam
bentuk pertemuan terbatas Rp. 12.000.000, pertemuan tatap muka Rp.
10.500.000 dan penyebaran bahan kampanye Rp. 7.500.000. Sedangkan
untuk kegiatan kampanye lainnya tidak tercermin dalam laporan LPPDK.
2. Pengeluaran biaya untuk kampanye Pasangan Calon H. A. Husain Rasul,
S.H. dan Sudirman Sirajuddin didominasi oleh pengeluaran dalam
kampanye pertemuan tatap muka yaitu sebesar Rp. 59.000.000 dan
pertemuan terbatas Rp. 42.000.000. Sementara untuk penyebaran bahan
kampanye Rp. 28.000.000. Sedangkan untuk bentuk kegiatan lainnya tidak
tercermin dalam laporan LPPDK.
3. Pengeluaran biaya untuk kampanye Pasangan Calon Ir. H. M. Hatta
Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M. Mdidominasi oleh
pengeluaran dalam kampanye kegiatan lainnya sebesar Rp. 542.923.000,
selanjutnya pertemuan tatap muka yaitu sebesar Rp. 210.975.000,
penyebaran bahan kampanye 168.000.000 dan pertemuan terbatas Rp.
50.700.000. Sedangkan untuk bentuk kegiatan lainnya tidak tercermin
dalam laporan LPPDK.
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Diagram 3: Perbandingan Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dalam LPPDK89
Ini adalah cerminan dari laporan pasangan calon dalam LPPDK, total
jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon yang di
tuangkan dalam pembukuan dana kampanye selama proses kampanye dimulai,
sejak 24 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015 dalam laporan
LPPDK. Untuk pasangan calon Ir. H. Muh. Imran Yusuf, M.M. dan H. M. Said
Patombongi serta H. A. Husain Rasul, S.H. dan Sudirman Sirajuddin jumlah
penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya sama.Diagram diatas
menunjukkan bahwa dalam LPPDK yang coba di garap oleh JPPR Sulawesi
Selatan terbilang tidak terlalu jauh perbandingan antara jumlah penerimaan dan
jumlah pengeluaran selama kampanye Calon Bupati Kabupaten Maros pada
Pilkada serentak Tahun 2015.
89Data JPPR Sulawesi Selatan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Kabupaten Maros
(Rincian Laporan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam LPPDK).
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Diagram 4: Pemantauan Biaya Dari Aktifitas Kampanye Pasangan Calon90
Berdasarkan pantauan JPPR Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa
jumlah pengeluaran dana kampanye pasangan calon didominasi oleh kampanye
dalam bentuk rapat umum dan pertemuan tatap muka. Dari hasil pantauan
pengeluaran aktivitas biaya kampanye pasangan calon dapat menjadi rujukan
oleh KAP dalam mengaudit dana kampanye pasangan calon, adakah
pengeluaran yang JPPR Sulawesi Selatan pantau tertuang dalam laporan
LPPDK pasangan calon. Bila mana tidak tertuang dalam LPPDK, maka
pasangan calon tidak akuntabel dalam pelaporan dana kampanyenya. Jadi
dalam pantauan JPPR Sulawesi Selatan merujuk pada diagram diatas
ditemukan bahwa biaya pasangan calon yang terbanyak adalah kegiatan tatap
muka oleh masyarakat Kabupaten Maros dengan besaran Rp. 90.180.000.
90Data JPPR Sulawesi Selatan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Kabupaten Maros






















































Diagram 5: Laporan Hasil Pemantauan vs Laporan Pengeluaran Dana
Kampanye Pasangan Calon Dalam LPPDK91
Hasil pantauan aktivitas dana kampanye pasangan calon di Kabupaten
Maros Maros tidak mencerminkan seluruh aktivitas kampanye pasangan calon.
Dari diagram diatas bisa di katakan bahwa adanya ketidaksesuaian jumlah
pengeluaran dan hasil pemantauannya. di kbu calon Bupati Pilkada yaitu H. A.
Husain Rasul, SH dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 129.000.00
sedangkan hasil pemantauan hanya sebesar Rp. 23.113.000 sangat berbanding
dengan jumlah yang seharusnya di keluarkan. Kalau pada Calon Bupati IR. H.
M. Hatta Rahman, MM dengan jumlah pengeluaran sebesar 1.363.411.604
berbeda juga dengan hasil pemantauan yaitu 274.350.00. Sedangkan di Calon
Bupati Ir. H. Imran Yusuf, MM dengan jumlah pengeluaran Rp. 148.000,000
sedangkan hasil pemantauan hanya berkisar Rp. 22.740.000. Jadi bisa
disimpulkan bahwa, dalam Pilkada serentak di Kabupaten Maros tahun 2015
91Data JPPR Sulawesi Selatan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Kabupaten Maros
(Pemantauan Biaya Dari Aktifitas Kampanye Pasangan Calon).
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JPPR Sulawesi Selatan menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah
pengeluaran dengan hasil pemantauan dari ketiga Calon Bupati tersebut.
Diagram 6: Sumber Penerimaan Sumbangan Pasangan Calon92
Sumbangan didominasi dari penyumbang perseorangan dan sumbangan
dari pasangan calon. Pasangan calon Ir. H. Muh. Imran Yusuf, M.M. dan H. M.
Said Patombongi sumber penerimaan sumbangan dari pasangan calon
148.000.000 dan sumbangan dari pihak lainnya 0. Pasangan calon Ir. H. M.
Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.Msumber
penerimaan sumbangan dari pasangan calon 745.000.000 dan sumbangan dari
pihak lain perseorangan 525.000.000 dan sumbangan dari partai politik
100.000.000. Pasangan calon H. A. Husain Rasul, S.H. dan Sudirman
92Data JPPR Sulawesi Selatan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Kabupaten Maros










H. A. HUSAIN RASUL, SH
IR. H. M. HATTA RAHMAN,
MM





Sum of Sumbangan Pihak
Lain Badan Hukum Swasta -
Kas (Rp.)
Sum of Sumbangan Pihak
Lain Kelompok - Kas (Rp.)
Sum of Sumbangan Pihak
Lain Perseorang - Kas (Rp.)
Sum of Penerimaan dari
Parpol - Kas (Rp.)
71
Sirajuddin, sumber penerimaan sumbangan dari pasangan calon 100.000.000
dan sumbangan dari pihak lain perseorangan 29.000.000.




1 Ir. H. Muh. Imran
Yusuf, M.M. dan H.
M. Said Patombongi
Rp. 148.000.00 Rp. 148.000.000 Rp. 296.000.000
2 H. A. Husain Rasul,
S.H. dan Sudirman
Sirajuddin
Rp. 129.000.000 Rp. 129.000.000 Rp. 258.000.000
3 Ir. H. M. Hatta
Rahman, M.M. dan
Drs. H. A. Harmil
Mattotorang, M.
Rp. 1.375.688.401 Rp. 1.363.411.604 Rp. 2.736.100.005
Berdasarkan tabel diatas,  dapat diuraikan dalam hal dana kampanye
pasangan calon pada Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Maros
pasangan Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. dan Drs. H. A. Harmil Mattotorang
lebih mendominasi jika dibanding dengan pasangan lain. Hal tersebut
sebenarnya lebih transparan dan jelas jika di banding dengan pemilihan calon
legislatif.
93 Data Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pilkada Serentak Tahun
2015 oleh KPU Kabupaten Maros.
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“Dalam Pilkada khusunya di Kabupaten Maros, kalau soal pemantauan
dana kampanye itu lebih akuntabel jika dibanding dengan pemilihan calon
legislatif. Karena, dalam Pilkada disitu semua jelas karena ada memang
khusus yang mengaudit”94
“Tetapi jika melihat data yang disajikan JPPR Sulawesi Selatan dalam
pemantauan dana kampanye, kita harus apresiasi karena harus kita ketahui
dalam Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Maros KPU Kabupaten Maros hanya
menerima hasil audit dana kampanye dari tiga Pasangan Calon (Paslon) yang
bertarung”.
“Sebagai lembag pemantau, seharusnya JPPR Sulawesi Selatan harus
bersinergi dengan lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagai
bagian dari peningkatan partisipasi pemilih dan mengurangi kecurangan-
kecurangan yang terjadi dalam setiap Pilkada”.
E. Independensi JPPR Sulawesi Selatan
Pemantau sangat penting posisinya untuk mengurangi terjadinya
kecurangan. Pemantau adalah saksi atas proses pemilu. Di bawah ini
merupakan hal-hal khusus yang berkenaan dengan pemantauan.95
1. Tidak Berpihak dan Netral, Pemantau pemilu harus menjaga sikap mandiri
dan adil. Informasi harus dikumpulkan, disusun dan dilaporkan dengan
tepat, sistematik dan dapat diakui kebenarannya (verifikasi).
2. Anti Kekerasan, Pemantau pemilu tidak dapat membawa senjata, bahan
peledak, atau benda tajam lainnya selama menjalankan  pemantauan.
94 Wawancara Dengan Komisioner KPU Kabupaten Maros (Ansar), 27 Desember 2017.
95Modul Pemantauan Dana Kampanye, JPPR, 2014.
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3. Menjunjung Tinggi Aturan Hukum, Pemantau pemilu harus menghormati
segala aturan hukum yang terkait serta menghormati Negara Kedaulatan
Republik Indonesia.
4. Sukarela, Pemantau pemilu harus menjalankan tugasnya dengan semangat
relawan dan dengan penuh tanggungjawab.
5. Integritas, Pemantau pemilu tidak dapat terlibat dalam segala bentuk
provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksana pemilu dan kemampuan
pemilih dalam menjalankan hak dan kewajibannya.
6. Jujur, Pemantau pemilu harus melaporkan hasil pemantauan  mereka
dengan jujur dan sesuai dengan fakta yang terjadi.
7. Obyektif, Pemantau pemilu harus melaksanakan pemantauan yang
obyektif dan sejalan dengan tujuan pemantauan.
8. Kerjasama, Pemantau pemilu tidak dapat  mengganggu pelaksanaan
pemilu dalam proses pemantauan mereka.
9. Transparan, Pemantau pemilu haruslah terbuka dalam melaksanakan tugas
pemantauan dan siap untuk menjelaskan metode, data, analisa dan
kesimpulan terkait dengan laporan pemantauan mereka.
10. Rahasia, Pemantau pemilu harus menjaga kerahasian dokumen
kelembagaan, sepanjang diinginkan oleh organisasi pemantauan, setelah
informasi dilaporkan oleh ke KPU.
11. Independen, Pemantau pemilu harus independen dalam pelaksanaan tugas
mereka sebagai pemantau tanpa mengharapkan pelayanan dari pelaksana
pemilu dari tingkat lokal sampai nasional.
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12. Lengkap Menyeluruh dan Terkait, Pemantau pemilu harus bekerja secara
menyeluruh dan lengkap menghasilkan kesimpulan tentang  pemantauan
pemilu dan mempertimbangkan semua faktor terkait, yang kesemuanya
harus dilaporkan ke KPU.96
Berdasarkan penjelasan tentang independensi JPPR Sulawesi Selatan
dalam memantau Dana Kampanye PILKADA Serentak Tahun 2015 di
Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Penulis dapat menyimpulkan bahwa,
lembaga ini independen karena melihat dari cara kerja lembaga ini dan melihat
aturan serta kode etik yang disepakati oleh pengurus pusat dan masing-masing
daerah termasuk di Sulawesi Selatan. Alasan ini sangat kuat sehingga penulis
berani mempertanggungjawabkan argumen tersebut ditambah lagi pernyataan
oleh Koordinator JPPR Sulawesi Selatan:
“JPPR Sulawesi Selatan itu adalah lembaga pemantau yang independen
dan tidak memihak ke oknum atau partai manapun. Karena, sejak didirikan
pada tahun 1999 sudah begitu niatnya. Mengawal Pemilu bebas kecurangan
dan tugasnya melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan Pilkada dan
Pemilu dan itu juga dibuktikan sejak berdirinya lembaga ini belum ada kabar
atau info apapun dari pihak JPPR khusus di Sulawesi Selatan dalam
memantau tahapan Pilkada yang tidak independen.”97
Peraturan yang melarang peserta pemilu/pilkada menerima sumbangan
dari sumber tertentu dimaksudkan untuk mewujudkan pendanaan kampanye
yang sah, bersih, dan bebas dari pengaruh apapun. Di antara tujuannya adalah,
pertama, menghindarkan penggunaan dana publik atau harta negara untuk
kampanye. Jika pemerintah memberikan bantuan pada kampanye calon, maka
96Modul Pemantauan Dana Kampanye, JPPR, 2014.
97Wawancara Dengan Koordinator JPPR Sulawesi Selatan (Zulfikarnain Tallesang), 18
November 2016.
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dibutuhkan peraturan khusus agar tercipta keadilan yang nyata. Kedua,
menghindarkan pencucian uang hasil tindak kejahatan. Ketiga, menghindarkan
masuknya dana-dana lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti pe-
nyumbang dengan identitas tidak jelas. Keempat, menolak pengaruh kekuatan
asing, agar tidak terlibat langsung dalam urusan politik pemerintahan daerah.
Berdasarkan fakta di lapangan, kini JPPR Sulawesi Selatan mulai
dipertanyakan soal integritas dan independensinya. Pernyataan tersebut dating
dari Aktvis LSM (Muhammad Iqbal Arsyad). Ia mengatakan:
“JPPR Sulawesi Selatan adalah lembaga jaringan yang beranggotakan
beberapa lembaga yang tentu diuji integritas dan independensinya sebelum
bergabung. Jadi, independensi JPPR Sulawesi Selatan sebagai lembaga
pemantau tentu menjadi harga mati”.98
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penulis menemukan bahwa
JPPR Sulawesi Selatan merupakan lembaga yang independen. Hal tersebut
dibuktikan saat JPPR Sulawesi Selatan ikut terlibat mensosialisasikan aturan
sumbangan pasangan calon pada saat kampanye.
Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk
kampanye yang berasal dari:
a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing
dan warga negara asing;
b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c. Pemerintah dan pemerintah daerah; dan
98Wawancara Dengan Aktivis LSM (Muhammad Iqbal Arsyad), 19 Januari 2018.
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d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik
desa atau sebutan lain.
Apabila pasangan calon menerima sumbangan tersebut, maka :
a. Dilarang menggunakan dana tersebut;
b. Wajib melaporkan kepada kpu.
c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah masa kampanye berakhir.99
Secara garis besar, letak independensi JPPR Sulawesi Selatan saat
lembaga ini tidak menerima upah dari pihak manapun serta sesuai dengan kode
etik yang berlaku juga lembaga ini dilarang keras menerima sogokan dari
pasangan calon.
“Sebagai sebuah lembaga, JPPR Sulawesi Selatan sangatlah memadai
untuk melaksanakan peningkatan kapasitas dan pengetahuan politik warga
negara. Advokasi, sosialisasi dan pencerahan tak pernah berhenti sebagai
bagian dari pendidikan politik secara terus menerus diharapkan akan
menghasilkan budaya politik yang elegan dalam mendukung berjalannya
demokrasi di Indonesia.100
Relawan JPPR adalah orang yang secara sukarela bersedia bergabung
dengan JPPR dan siap membantu melaksanakan program-program JPPR secara
tidak berpihak. Dalam Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota, tugas relawan yang
utama adalah melalukan pemantauan pemilu pada hari pemilu.Relawan juga
99M. Afifuddin dkk, Potret Dana Kampanye PILKADA Serentak 2015 (JPPR Sulawesi
Selatan, 2015), h. 24.
100 Wawancara Dengan Key Informan (Arif Wicaksono), 10 Desember 2017.
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diharapkan untuk melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi tentang
pemilu kepada masyarakat di lingkungan dan menjawab pertanyaan pemilih.
Relawan tidak boleh berpartisipasi secara resmi dalam organsasi atau
usaha dengan tujuan menyukseskan calon Gubernur/Bupati/Walikota atau
calon wakil Gubernur/Bupati/Walikota.Karenanya relawan JPPR tidak boleh
berpartisipasi dalam kampanye calon Gubernur/Bupati/Walikota/Wakil
Gubernur/Bupati/Walikota, dan mengikuti yang bertujuan mempengaruhi
pemilih untuk mengambil keputusan tertentu dalam pemilu
Gubernur/Bupati/Walikota. Karena pentingnya sikap tidak berpihak dalam
pelaksanaan tugs relawan, maka setiap relawan JPPR diwajibkan
menandatangani janji untuk tidak berpihak.101
Hak Relawan JPPR:
1. Mendapatkan buku panduan untuk pemilu Gubernur/Bupati/Walikota
2. Mendapatkan pengarahan dari koordinator kecamatan tentang tugas dan
kewajiban
3. Mendapatkan uang konsumsi dan transportasi sejumlah Rp. 58.500 untuk
melakukan aktivitas pemantauan pada hari “H” dan sosialisasi menjelang
pemilu
4. Jumlah ini tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun. Apabila ada
relawan yang tidak mendapatkan jumlah uang tersebut mohon segera
melaporkan. Relawan tidak boleh menandatangani kwitansi atau daftar
dengan jumlah yang berbeda dengan uang yang diterima
101M. Afifuddin dkk, Potret Dana Kampanye PILKADA Serentak 2015 (JPPR Sulawesi
Selatan, 2015), h. 3.
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5. Pada waktu pemantauan, relawan berhak meluangkan waktunya untuk
mencoblos
6. Relawan berhak mendapat ganti rugi apabila mendapat kecelakaan pada
waktu hari “H” pemantauan
7. Kwitansi dari rumah sakit, dokter, dan atau apotik dapat diserahkan ke
Seknas
Syarat Relawan JPPR:102
1. Non-partisan, atau tidak memihak dan mengarahkan pada partai politik
atau calon Gubernur/Bupati/Walikota tertentu
2. Tidak sedang dalam kepengurusan partai politik atau tim sukses
Gubernur/Bupati/Walikota
3. Memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur,
adil, demokratis dan akti kekerasan
4. Menimal berusia 17 tahun atau mempunyai hak pilih
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
6. Bersedia menghadiri pertemuan relawan untuk koordinasi
7. Bersedia menandatangani formulir kesedian sebagai relawan termasuk
janji untuk tidak berpihak
Tugas Relawan JPPR:
1. Membaca buku panduan “Saya Relawan JPPR” dengan teliti
2. Memantau pemilu Gubernur/Bupati/Walikota di TPS yang ditentukan
sebelum pembukaan TPS sampai selesai perhitungan suara
102Modul Pemantauan Dana Kampanye, JPPR, 2014.
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3. Mengisi formulir pemantauan selama pemungutan dan perhitungan suara
di TPS yang ditentukan
4. Mengisi formulir perolehan suara di TPS yang ditentukan
5. Segera menyerahkan formulir kepada Koordinator kecamatan setelah
selesai memantau
6. Mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemilih seputar pemilu
dengan menggali pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekelilingnya
7. Bila ada produk-produk pendidikan pemilih, relawan dimohon memasang
produk-produk tersebut di tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca,
atau membagi-bagikan kepada masyarakat.103
Berdasarkan teori yang digunakan yaitu; Teori Independensi, dapat
disimpulkan bahwa, JPPR Sulawesi Selatan merupakan lembaga pemantau
yang memiliki kode etik untuk menjaga keindependensiannya. Sejauh ini,
JPPR Sulawesi Selatan tidak tergantung atau tidak dikendalikan orang lain.
Bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian
orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain berdasarkan koridor-koridor kode
etik.
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis letak
independesi JPPR Sulawesi Selatan yaitu melihat proses audit dari dana
kampanye.104
103Modul Pemantauan Dana Kampanye, JPPR, 2014.
104M. Afifuddin dkk, Potret Dana Kampanye PILKADA Serentak 2015 (JPPR Sulawesi
Selatan, 2015), h. 25.
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Kewajiban pasangan calon dalam melakukan pembukuan dana
kampanye secara akuntabel, dimaksudkan untuk memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat tentang bagaimana pasangan calon bertanggung
jawab dan transparan dalam melaporkan penerimaan dan pengeluaran. Senada
dengan hal ini, proses audit2 kampanye juga dimak sudkan untuk menilai
kepatuhan pasangan calon dalam melaporkan laporan dana kampanye sesuai
peraturan yang berlaku. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait dengan pelaporan dana kampanye. Keluaran audit
kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.
Audit dana kampanye dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang
diseleksi KPU provinsi/kabupaten/kota. Setiap KAP yang telah ditetapkan
mengaudit satu LPPDK pasangan calon dalam Pilkada 2015. Akuntan publik
yang melakukan audit, selain wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP
yang ditetapkan KPUD, juga harus membuat pernyataan tertulis: Tidak
berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan
partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan
dan bukan merupakan anggota partai politik dan/atau gabungan partai politik
yang mengusulkan pasangan calon.
Audit dana kampanye menggunakan metode audit compliance dengan
memberikan opini terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan
calon terhadap ketentuan peraturan perundangan. Terkait dengan dana
kampanye:
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Perikatan yang digunakan dalam audit dana kampanye adalah Audit
Kepatuhan:105
a. Opini patuh;
b. Opini patuh dengan pengecualian;
c. Opini tidak patuh;
d. Opini tidak menyatakan pendapat, untuk kasus yang sangat jarang.
Audit Kepatuhan dalam bentuk Atestasi Kepatuhan sesuai SPAP-SAT
500 yang bertujuan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan
suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab
pihak lain (dalam hal ini pasangan calon).
Dalam proses audit, akuntan publik akan menjalankan serangkaian
prosedur pengujian terhadap laporan dana kampanye yang terdiri dari
pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit sebelum memberikan kesimpulan
untuk laporan auditnya. Prosedur pengujian dapat berupa:106
a. Inspeksi terhadap dokumen dan catatan pendukung;
b. Observasi terhadap proses pengelolaan dana kampanye;
c. Konfirmasi atau wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam laporan
dana kampanye, seperti pemberi sumbangan, pemberi jasa, dan pengelola
dana kampanye;
d. Penghitungan kembali daftar atau catatan matematis;
105M. Afifuddin dkk, Potret Dana Kampanye PILKADA Serentak 2015 (JPPR Sulawesi
Selatan, 2015), h. 25.
106M. Afifuddin dkk, h. 25.
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“Perikatan audit yang dilaksanakan oleh lembaga pemantau termasuk
JPPR Sulawesi Selatan harus dilaksanakan berdasarkan standar auditing.
Akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK
maupun pengendalian internal atas laporan LPPDK. Tanggung jawab atas
kecukupan dari prosedur yang disepakati pada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) selaku pihak yang memberikan penugasan”107
Prosedur audit dana kampanye telah diatur berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun Tahun 2015. Selain itu, tujuan dari audit atas laporan dana kampanye
adalah untuk memberikan opini terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terhadap ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang terkait dengan dana kampanye oleh Akuntan Publik.





1. Peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat JPPR
Sulawesi Selatan terbilang maksimal. Karena dengan adanya lembaga ini
dalam hal memantau dana kampanye Pilkada serentak tahun 2015 di
Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros pelanggaran yang terjadi akhirnya
minim. Juga dengan adanya lembaga ini yang sejak tahun 2014
memfokuskan pada pendidikan politik pendidikan pemilih dan
pemantauan dana kampanye membuat para kandidat akhirnya transparansi
dalam hal mekanisme dalam dana kampanye.
2. JPPR Sulawesi Selatan adalah sebuah lembaga pamantau pemilu yang
independen dan tidak memihak dari kalangan elit atau partai manapun.
Karena visi dan misi yang dibangun dalam kode etik lembaga ini adalah
menjunjung tinggi untuk tidak memihak dan tetap menjalankan tugas
sesuai dengan koridor kode etik lembaga.
B. Implikasi Penelitian
Dengan adanya skripsi ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk
khasanah pengetahuan bagi mahasiswa, dosen dan seluruh aktivis yang peduli
akan demokrasi khususnya pada aktivis NGO dan LSM yang bergerak di
wilayah pemantauan Pemilu dan Pilkada. Karena, skripsi ini tidak hanya
sebagai rutinitas penyelesaian akademik penulis saja tetapi yang lebih penting
adalah skripsi ini mampu dijadikan rujukan dan referensi oleh semua golongan.
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